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ANALISIS ANGGARAN DANA DESA TERHADAP AKUNTABILITAS 

KEUANGAN PADA DESA SARURAN KECAMATAN ANGGERAJA 

KABUPATEN ENREKANG 

 

OLEH :  

 

Nurul Zahra Chay|ani Suherman 

Pro|di Akuntansi Fakulta|s Eko|no|mi dan Bisnis 

Univ|ersita|s Bo|so|wa 

 

ABSTRAK 

Nurul Zahra Chay|ani Suherman 2023. Skripsi Anal|isis Anggaran Dana 

Desa terha|dap Akuntabi|l|ita|s Keuangan pa|da Desa Saruran Kecamatan Anggeraja 

Kabupaten Enrekang dibimbing o|leh Dr. Hj. Herminawaty| AbuBakar, SE.,MM 

dan Thanwain SE.,M.Si. 

 

Tujuan dari penel|itian ini a|dalah untuk mengetahui bagaimanakah 

Anggaran Dana Desa terha|dap Akuntabi|l|ita|s Keuangan pa|da Desa Saruran 

Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang. 

Objek penel|itian a|dalah Kanto |r Desa Saruran Kecamatan Anggeraja 

Kabupaten Enrekang. Meto |de anal|isis y|ang digunakan a|dalah Anal|isis Deksriptif 

Kual|itatif. 

 

Ha|si|l penel|itian menunjukkan bahwa pengelo |laan anggaran dana desa telah 

akuntabel, transparansi, teknis pelaksanaan dan pertanggungjawabanny|a. 

Mengingat daerah juga memi|l|iki keterbata|san sumber day|a keuangan s|ehingga 

jumlah dana y|ang diberikan dapat dipergunakan dengan baik. 

 

Kata Kunci : Anggaran Dana Desa, Akuntabi|l|ita|s Keuangan Desa 
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ANALYSIS OF VILLAGE FUND BUDGETS ON FINANCIAL 

ACCOUNTABILITY IN SARURAN VILLAGE, ANGGERAJA SUB-

DISTRICT, ENREKANG DISTRICT 

 

BY: 

Nurul Zahra Chay|ani Suherman 

Acco |unting Study| Pro|gram, Faculty| o |f Eco|no |mics and Business 

Bo |so |wa Univ|ersity| 

 

ABSTRACT 

 

Nurul Zahra Chay|ani Suherman 2023. Skripsi Analy|sis o |f Vi|llage Fund 

Budget o|n Financial Acco |untabi|l|ity| in Saruran Vi|llage, Anggeraja District, 

Enrekang Regency| superv|is|ed by| Dr. Hj. Herminawaty| AbuBakar, SE.,MM and 

Thanwain SE.,M.Si. 

 

The purpo|s|e o|f this study| wa|s to | determine ho |w the Vi|llage Fund Budget 

o |n Financial Acco |untabi|l|ity| in Saruran Vi|llage, Anggeraja District, Enrekang 

Regency|. 

 

The o |bject o |f res|earch is the Saruran Vi|llage Office, Anggeraja District, 

Enrekang Regency|. The analy|sis metho |d us|ed is Qual|itativ|e Descriptiv|e 

Analy|sis. 

 

The results sho |wed that the management o|f the v|i|llage fund budget ha|d 

acco |untabi|l|ity|, transparency|, technical implementatio |n and acco |untabi|l|ity|. Giv|en 

that the regio |n also | ha|s l|imited financial reso |urces so | that the amo |unt o |f funds 

pro|v|ided can be us|ed pro|perly|. 

 

Key|wo |rds: Vi|llage Fund Budget, Vi|llage Financial Acco |untabi|l|ity| 
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PRAKATA 
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bes|erta salam s|emo |ga s|enantia|sa terl|impah curahkan kepa|da Nabi Muhamma|d 

SAW, kepa|da keluargany|a, para sahabatny|a, hingga kepa|da umatny|a hingga akhir 

zaman, aamiin. 

Penul|isan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu sy|arat 

mempero |leh gelar Sarjana pa|da Pro|gram Studi Akuntansi Fakulta|s Eko |no |mi dan 

Bisnis Univ|ersita|s Bo |so |wa Maka|ssar. Judul y|ang penul|is ajukan a|dalah “ 
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Dalam peny|usunan dan penul|isan skripsi ini tidak terlepa|s dari bantuan, 

bimbingan s|erta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kes|empatan 

penul|is dengan s|enang hati meny|ampaikan terima ka|sih kepa|da y|ang terho |rmat : 

1. Bapak Pro |f. Ir. Batara Sury|a, S.T., M.Si s|elaku Rekto |r Univ|ersita|s Bo |so|wa 

Maka|ssar 

2. Ibu Dr. Hj. Herminawaty| AbuBakar, SE.,MM s|elaku Dekan Fakulta|s Eko|no |mi 

dan Bisnis Univ|ersita|s Bo |so |wa Maka|ssar. 

3. Ibu Indray|ani Nur, SE., M.Si s|elaku Waki|l Dekan I Fakulta|s Eko|no |mi dan 

Bisnis Univ|ersita|s Bo |so|wa Maka|ssar. 

4. Bapak Thanwain SE.,M.Si,. s|elaku Ketua Pro |di Akuntansi Fakulta|s Eko|no |mi 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Dalam rangka menciptakan landa|san y|ang kuat dalam melaksanakan 

pengelo |laan keuangan desa, pemerintah dan DPR Republ|ik Indo |nesia 

menerbitkan Undang-undang No |mo |r 60 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-

undang ters|ebut mencantumkan peraturan mengenai keuangan desa dan a|s|et desa. 

Pa|sal 72 ay|at 1 huruf b meny|ebutkan bahwa pendapatan desa bersumber dari 

Anggaran Pendapatan Belanja Negara. Untuk itu pemerintah dan DPR memi|l|iki 

ko |mitmen y|ang kuat dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah No |mo |r 60 Tahun 

2014 y|ang membaha|s tentang dana desa.  

Menurut Dianti Lal|ira, (2018) “dana desa merupakan dana y|ang bersumber 

dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) diperuntukkan bagi desa di 

transfer melalui Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Ko |ta”. 

Pengelo |laan keuangan desa tentuny|a harus di|lakukan dengan manajemen y|ang 

baik dan akuntabel karena dana y|ang ma|suk ke desa bukanlah dana y|ang keci|l, 

melainkan sangat besar untuk dikelo |la o |leh s|ebuah pemerintahan desa. Dengan 

a|dany|a kebijakan dana desa ters|ebut, maka dimensi manajemen pa|da pelaksanaan 

kebijakan dana desa ters|ebut perlu untuk diterapkan dengan baik. 

Pa|da tahap pengelo |laan, kepala desa s|endiri mengelo |la dana tanpa 

mel|ibatkan ma|sy|arakat atau pemangku kepentingan desa lainny|a. Ka|dang-ka|dang 

a|da markup dalam tahap pemanfaatan, s|eperti s|ebagai markup untuk ho |no |rarium 
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dan pro |y|ek y|ang sudah s|elesai tetapi tidak memenuhi kebutuhan ma|sy|arakat. 

Kemudian di tahap pertanggung jawaban y|ang a|da s|eperti ini s|ehingga 

keterlambatan peny|ampaian lapo |ran pertanggungjawaban,lapo |ran pertanggung 

jawaban tidak di|lengkapi bukti dan do |kumenta|si. Selain itu, Tri Budihato| Kepala 

Kanwi|l Dirjen Perbendaharaan Riau, meny|atakan beberapa fakto |r terja|diny|a 

ma|salah dalam pengelo |laan dana desa,Menurutny|a rendahny|a pengetahuan aparat 

desa dalam meny|usun APBDes dan lapo |ran pertanggung jawaban ma|sih menja|di 

mo |mo |k y|ang cukup menakutkan bagi mereka.  

Undang-Undang  No|mo |r 6 Tahun 2014 tentang Desa dis|ebutkan bahwa 

peny|elenggaraan keuangan pemerintah desa terpisah   dari keuangan pemerintah 

kabupaten. Pemisahan dalam penyelenggaraan keuangan desa tidak hanya 

didasarkan pada keinginan untuk melimpahkan kewenangan dan  pembiay|aan 

dari  pemerintah  pusat  kepada  pemerintah daerah,  tetapi yang  lebih  penting  

adalah keinginan  untuk  meningkatkan  efisiensi  dan efektiv|ita|s    pengelo|laan 

sumber daya keuangan dalam rangka peningkatan kes|ejahteraan.   dan   

pelay|anan   kepada masyarakat.Semangat desentralisasi, demokratisasi, 

transparansi dan akuntabil|itas menjadi sangat dominan  dalam  mewarnai pro|s|es  

peny|elenggaraan  pemerintah  pada umumnya dan proses pengelolaan keuangan 

desa khususnya.  

Kebera|daan   desa   s|ebagai   tempat terwujudny|a    kawa|san    kehidupan    

dan  pera |daban    penduduk    y|ang    memi|l|iki kedudukan dalam penataan ruang. 

Penataan ruang   di|lakukan   dengan   memperhatikan ko |ndisi  fisik  wi|lay|ah,  day|a  

tampung  sumber day|any|a  (SDA,  SDM,  atau  sumber  energi buatan),  lua|s  
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wi|lay|ah,  jumlah  penduduk, pra|sarana  dan  sarana  pemerintahan,  s|erta ko |ndisi  

so |sial  buday|a.  dari  penduduk.  Desa berpedo |man pa|da Undang-Undang No |mo |r 

23 Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah y|ang berbuny|i “suatu kesatuan 

warga negara hukum  y|ang  memi|l|iki  bata|s  wi|lay|ah  y|ang berwenang  untuk  

mengua|sai  dan  mengurus kepentingan penduduk s|etempat berda|sarkan a|sal  usul  

dan  a|dat  istia|dat  s|etempat  y|ang diakui    dan    diho |rmati    dalam    sistem 

pemerintahan  Negara  Kesatuan  Republ|ik Indo |nesia”. (Yul|iansy|ah. 2017). 

Ko |mpo |nen atau aparat dimaksud hendakny|a memi|l|iki kemampuan y|ang 

o |ptimal dalam pelaksanaan tuga|sny|a.Tepatlah kirany|a jika wi|lay|ah desa menja|di 

sa|saran peny|elenggaraan aktifita|s pemerintahan dan pembangunan, mengingat 

pemerintahan desa merupakan ba|sis pemerintahan terendah dalam struktur 

pemerintahan Indo |nesia y|ang sangat menentukan bagi berha|si|lny|a ikhtiar dalam 

pembangunan na|sio |nal y|ang meny|eluruh. Mengingat ko|mpleksny|a a|spek-a|spek 

atau bidang y|ang hendak dibangun ditingkat   pemerintahan terendah ters|ebut, 

maka salah satu a|spek y|ang terlebih dahulu perlu dibangun a|dalah peningkatan 

kemampuan aparat pemerintah desa dalam pelaksanaan tuga|s-tuga|s a|dministra|si 

pemerintahan. 

Selanjutny|a, terkait dengan berbagai ha|si|l penel|itian tentang anal|isis 

anggaran dana desa terha|dap akuntanbi|l|ita|s keuangan desa, maka dalam 

penel|itian ini penul|is tertarik untuk menel|iti mengenai anal|isis anggaran dana 

desa terha|dap akuntanbi|l|ita|s keuangan desa.  

Sjahruddin Rasul (2018) memberi tahu jika  akuntabilitas  didefinisikan  

secara  kecil sebagai  kemampuan  buat  bagikan  jawaban kepada  otoritas  y|ang  
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lebih besar atas aksi seseorang maupun sekelompok  orang terhadap  masyarakat  

secara luas maupun dalam suatu organisasi.  Dalam  konteks institusi pemerintah, 

seseorang tersebut ialah pimpinan lembaga   pemerintah  sebagai penerima  

amanat  yang  harus  memberikan pertanggung   jawaban   atas   pelaksanaan 

amanat tersebut kepada masyarakat maupun publik sebagai pemberi amanat. 

Akuntabilitas dilihat dari sudut pandang pengendalian  dan  tolak  ukur  

pengukuran kinerja.  Dari  bermacam  definisi  akuntabilitas semacam tersebut di 

atas, bisa disimpulkan bahwa akuntabilitas|ialah perwujudan kewajiban  seorang  

ataupun  unit organisasi buat mempertanggung jawabkan pengelolaan sumber  

energi serta  penerapan  kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka 

pencapaian  tujuan yang  sudah  diresmikan lewat  media  pertanggungjawaban  

berbentuk laporan akuntabilitas kinerja  secara periodik”. 

Berda|sarkan feno |mena di ata|s, maka penul|is tertarik melakukan penel|itian 

mengenai Anal|isis Anggaran Dana Desa Terha|dap Akuntabi|l|ita|s Keuangan Pa|da 

Desa Saruran Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang.  

B. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang di atas, maka yang menja|di rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah Apakah Unsur Pengelolaan Anggaran Dana Desa Berperan 

Penting Terhadap Akuntabilitas Keuangan Pada Desa Saruran Kecamatan 

Anggeraja Kabupaten Enrekang ? 
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C. Tujuan Penelitian 

Dari rumusan ma|salah di ata|s, maka y|ang menja|di tujuan penel|itian dalam 

penel|itian ini a|dalah untuk mengetahui apakah unsur pengelolaan anggaran Dana 

Desa berperan penting Terha|dap Akuntabi|l|ita|s Keuangan Pa|da Desa Saruran 

Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang. 

D. Manfaat Penelitian 

Penel|itian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi s|emua pihak 

diantarany|a: 

1. Bagi Penul|is 

Penul|is memberikan pengetahuan dan pengalaman baru bagi penul|is 

mengenai anal|isis anggaran dana desa terha|dap akuntabi|l|ita|s keuangan pa|da 

desa saruran kecamatan anggeraja kabupaten enrekang. 

2. Penel|iti s|elanjutny|a 

Menja|dikan referensi dan perbandingan dalam melakukan penel|itian pa|da 

bidang y|ang sama di ma|sa y|ang akan mendatang. Khususny|a mengenai 

Anal|isis Anggaran Dana Desa Terha|dap Akuntabi|l|ita|s Keuangan Pa|da Desa 

Saruran Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang.  

3. Pemerintah Desa 

Sebagai tambahan informasi dan bahan evaluasi terkait pengelolaan 

keuangan desa sehingga pemerintah desa dapat mengelola keuangan desa 

termasuk Dana Desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

4. Bagi Univ|ersita|s 
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Menambah referensi di perpustakaan Univ|ersita|s Bo |so |wa s|erta menambah 

pengetahuan dan info |rma|si pembaca khususny|a maha|siswa pro |gram studi 

akuntansi dalam penel|itian y|ang s|ejenis. 

E. Lingkup Penelitian  

Pembahasan pada penelitian ini berfokus pada mengamati dan mengkaji 

Apakah Unsur Pengelolaan Anggaran Dana Desa Berperan Penting Terhadap 

Akuntabilitas Keuangan  Pada Desa Saruran Kecamatan Anggeraja Kabupaten 

Enrekang ? 

F. Sistematika Pembahasan 

Untuk membuat pembaha|san y|ang sistematis, penul|is membutuhkan alur 

klarifisifika|si s|ehingga dapat mengha|si|lkan ha|si|l ris|et y|ang baik dan mudah 

dipahami. Berda|sarkan hal ters|ebut penul|is akan menjela|skan sistematika 

penul|isan s|ebagai berikut :  

Bab pertama, merupakan bagian pendahuluan. Pa|da bagian ini berisi latar 

belakang belakang, ma|salah penel|itian, tujuan penel|itian, manfaat penel|itian, 

l|ingkup penel|itian dan sistematika pembaha|san.  

Bab kedua, menguraikan mengenai kajian teo |ri penel|itian terdahulu, sintetis 

teo |ri dan ha|si|l penel|itian, dan kerangka ko |ns|eptual. 

Bab ketiga, berusaha memaparkan mengenai desain penel|itian, lo |ka|si 

penel|itian, fo |kus dan deskripsi fo |kus, info |rman penel|itian, jenis dan sumber data, 

teknik pengumpulan data, meto |de anal|isis data, o |pera|sio |nal|isa|si ko |ns|ep dan 

ja|dwal penel|itian.  
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BAB II 

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA KONSEPTUAL 

A. Kajian Teori 

Menguraikan mengenai teo |ri-teo |ri y|ang menda|sari penel|itian y|ang 

di|lakukan o|leh penul|is dengan menghindari teo|ri-teo |ri y|ang tidak mempuny|ai 

hubungan dengan penel|itian ters|ebut. Landa|san teo |ri ini juga menguraikan 

tentang teo|ri-teo|ri y|ang mendukung alat anal|isis y|ang akan dipergunakan dalam 

penel|itian.  

1. Anggaran Dana Desa 

a. Pengertian Dana Desa 

Dana dalam arti s|empit a|dalah berupa ka|s (uang), karena ka|s bentuk y|ang 

pal|ing mudah untuk menunjukkan ni|lai eko |no |mis dan dapat s|egera dija|dikan 

barang atau ja|sa menurut Sy|amsuddin (2019).  

Secara Etimo |lo |gi kata desa bera|sal dari baha|sa Sans|ekerta, deca y|ang 

berarti tanah air, tanah a|sal, atau tanah kelahiran. Dari perspektif geo |grafis, Desa 

atau v|i|llage diartikan s|ebagai “a gro|ups o|f haus|es o|r sho|ps in a co|untry|area, 

smaller than ato|wn”. Desa a|dalah kesatuan ma|sy|arakat hukum y|ang memi|l|iki 

kewenangan untuk mengurus rumah tanggany|a s|endiri berda|sarkan hak a|sal-usul 

dan a|dat istia|dat y|ang diakui dalam Pemerintahan Na|sio |nal dan bera|da di Daerah 

Kabupaten.  

R.Bintarto| (2019)” meny|atakan desa juga dapat dikatakan s|ebagai suatu 

ha|sil perpaduan anatara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya. 

Hasil dari perpaduan itu ialah suatu wujud atau kenampakan di muka bumi yang 
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ditimbulkan oleh unsur – unsur fisiografi, social, ekono|mi, politik dan cultural 

y|ang saling berinteraksi antar unsur dan juga dalam hubungannya dengan daerah-

daerah N.Daldjo|eni (2019)”.  

Desa dalam arti umum juga dapat dikatakan sebagai pemukiman manusia 

yang letaknya di luar kota dan pendudukaya bermata pencaharian dengan bertani 

atau bercocok tanam H.A.W. Widjaja (2019)” Desa a|dalah s|ebagai kesatuan 

masyarakat hukum y|ang mempuny|ai susunan a|sl|i berda|sarkan hak a|sal-usul 

yang bersifat istimewa. Landa|san pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa 

adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan 

pemberdayaan ma|syarakat”.  

 

Peraturan Pemerintah (PP) No|. 43 Tahun 2015 meny|ebutkan bahwa dana 

desa merupakan dana y|ang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja 

negara y|ang diperuntukkan bagi desa y|ang ditransfer melalui Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Ko |ta dan digunakan untuk membiay|ai 

peny|elenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan 

kema|sy|arakatan, dan pemberday|aan ma|sy|arakat. Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Desa, y|ang s|elanjutny|a disingkat APBDesa, a|dalah rencana keuangan 

tahunan pemerintahan Desa. 

Menurut Menteri Keuangan 2017 mendefenisikan dana desa sebagai 

anggaran yang berasal dari APBN yang ditujukan khusus untuk desa dalam 

rangka untuk melakukan pembangunan dan pemberday|aan masyrakat melalui 

dana APBD Kota/Kabupaten. Menurut Peraturan Pemenrintah No|mo|r 60 Tahun 

2014 tentang Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan 
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dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk 

membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, 

pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyrakat.  

Sementara itu, menurut Lili (2018) “dana desa ialah dana yang diterima desa 

setiap tahun yang berasal dari APBN y|ang sengaja diberikan untuk desa dengan 

cara mentransfernya langsung lewat APBD Kabupaten/Kota yang dipakai untuk 

mendanai segala proses penyelenggaraan urusan pemerintahan atau pembangunan 

desa dan memberdayakan semua masyrakat pedesaan”.  

Menurut UU No |. 6 Tahun 2014 dana desa a|dalah dana y|ang bersumber dari 

APBN y|ang diperuntukkan bagi desa y|ang digunakan untuk membiay|ai 

peny|elenggaraan pemerintah, pelaksanaan, pembangunan, pembinaan 

kema|sy|arakatan, dan pemberday|aan ma|sy|arakat. Dana desa ters|ebut dianggarkan 

s|etiap tahun dalam APBN y|ang diberikan kepa|da s|etiap desa s|ebagai salah satu 

sumber pendapatan desa. Kebijakan ini juga digunakan untuk mengntegra|sikan 

dan mengo |ptimalkan skema pengalo |ka|sian anggaran dari pemerintah kepa|da desa 

y|ang s|elama ini sudah a|da.  

Menurut APB statement No. 4 (tahun 1970) yang berjudul “basic concepts 

and accounting principlws underlying financial statement of business enterprise”, 

akuntansi adalah: “ sebuah aktivitas jasa, dimana fungsinya adalah memberikan 

informasi kualitatif, terutama informasi mengenai keuangan dan entitas ekonomi, 

yang dimaksudkan akan menjadi berguna dalam pengambilan keputusan ekonomi 

(dalam membuat pilihan diantara berbagai alternative yang ada)”. 
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Akuntansi dapat didefinisikan sebagai sebuah system informasi akuntansi 

yang memberikan laporan kepada para pengguna informasi akuntansi atau kepada 

pihak-pihak yang memiliki kepentingan (stakeholder) terhadap hasil kinerja dan 

kondisi keuangan entitas. Akuntansi desa adalah pencatatan dari proses transaksi 

yang terjadi di desa, dibuktikan dengan nota-nota kemudian dilakukan pencatatan 

dan pelaporan keuangan sehingga akan menghasilkan informasi dalam bentuk 

laporan keuangan yang digunakan pihak-pihak yang berhubungan dengan desa. 

Pihak-pihak yang menggunakan informasi keuangan desa diantaranya 

adalah  Masyarakat desa ,  Perangkat desa pemerintah daerah, dan Pemerintah 

pusat. Laporan keuangan desa menurut Pemendagri No.113 Tahun 2014 yang 

wajib dilaporkan oleh pemerintahan desa berupa Anggaran, Buku kas, Buku 

pajak, Buku Bank, dan Laporan Realisasi Anggaran. 

Menurut Pemendagri No.113 Tahun 2014 “Keuangan Desa adalah semua 

hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu 

berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan 

kewajiban desa”. Dan “Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan 

yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban 

keuangan desa”. 

Dalam hal menerapkan akuntansi ada hal-hal yang perlu diperhatikan 

mengenai konsep dasar akuntansi. Adapun konsep-konsep yang melandasi bentuk, 

isi dan susunan laporan keuangan antara lain sebagai berikut: Konsep kesatuan usaha 

(Business Entity Concept ), yaitu pemisahan transaksi usaha dengan transaksi non 

usaha 
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Menurut Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014  

“Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan 

masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia”. Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, “Pemerintah 

Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain yang dibantu oleh 

perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah desa”. Sesuai dengan 

penjelasan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, Kepala Desa atau yang disebut 

dengan nama lain merupakan kepala pemerintahan desa yang memimpin 

penyelenggaraan pemerintah desa. Kepala desa memiliki peran penting dalam 

kedudukannya sebagai kepanjangan tangan negara yang dekat dengan masyarakat 

desa dan sebagai pemimpin masyarakat desa. Pemerintah Desa terdiri dari kepala 

desa dan perangkat desa yang meliputi sekretaris desa dan perangkat desa lainnya. 

Desentralisasi telah merubah sistem pemerintahan yang sebelumnya terpusat 

menjadi terdesentralisasi ke daerah. Terjadi perubahan drastis hubungan antara 

pemerintah pusat dengan daerah dan hubungan antar sektor dalam pemerintaha. 

Perubahan ini ditegaskan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 

1999 tentang Otonomi Daerah dan Undang- Undang Nomor 25 tahun 1999 

tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. 

Konsekuensi desentralisasi dan otonomi desa adalah adanya pelimpahan 

fungsi dan kewenangan pemerintah pusat ke desa. Secara umum fungsi dan 

kewenangan tersebut menjalankan roda pemerintah di Desa dengan berdasarkan 

pada pertimbangan bahwa daerahlah yang lebih mengetahui kebutuhan standar 
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pelayanan bagi masyarakat di daerahnya, sehingga pemberian otonomi diharapkan 

dapat mengacu peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah melalui 

peningkatan ekonomi.  Sebuah daerah otonomi memiliki hak dan kewajiban untuk 

mengukur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan yang 

berlaku 

b. Indikator dana desa 

Pengelo |laan dana desa pa|da penel|itian ini diukur menggunakan 

indikato |r mi|l|ik (Harjo |no |, dkk (2019) y|aitu : 

1) Pengalo |ka|sian sumber day|a. 

Pengelo |laan dana desa harus di|laksanakan dengan meny|eluruh tanpa 

a|da fo |kus kepa|da pihak-pihak y|ang spesifik. 

2) Opera|sio |nal kegiatan mendukung efisiensi dan efektifita|s. 

Pengelo |laan dana desa di|lakukan s|ecara efektif dan efisien, s|emua 

pro|gram y|ang ditargetkan dapat mencapai ha|si|l s|esuai dengan y|ang 

diinginkan dan dapat dipertangungjawabkan. 

c. Lapo |ran Keuangan Desa 

Lapo |ran Keuangan desa merupakan ha|si|l pekerjaan y|ang telah di 

do |kumenta|sikan menja|di s|ebuah bentuk buku ataupun s|ejenisny|a y|ang digunakan 

s|ebagai pegangan dalam rangka pertanggungjawaban y|ang sah o |leh pemerintah 

desa.  

Menurut Sujarweni (2018) Tahap dalam pembuatan laporan keuangan desa 

adalah sebagai berikut: 
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1) Membuat rencana berda|sarkan visi misi yang dituangkan dalam 

penyusunan anggaran.  

2) Anggaran yang dibuat terdiri dari akun pendapatan, belanja, dan 

pembiayaan. Setelah anggaran disahkan maka perlu di|laksanakan 

Dalam pelaksanaan anggaran timbul transaksi. Transaksi tersebut harus di|lakukan 

pencatatan lengkap berupa pembuatan buku ka|s pembantu, buku bank, buku 

pajak, buku inventaris dengan disertai dengan pengumpulan bukti-bukti transaksi.  

3) Untuk memperoleh informasi posisi keuangan, kemudian berdasarkan 

transaksi yang terjadi dapat dihasilkan sebuah neraca. Neraca fungsinya 

untuk mengetahui kekayaan/posisi keuangan desa.  

4) Selain menghasilkan necara bentuk pertanggungjawaban pemakaian 

anggaran dibuatlah laporan realisa|si anggaran desa. 

Ba|sis akuntansi y|ang digunakan dalam lapo |ran keuangan a|dalah ba|sis ka|s 

untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiay|aan dalam lapo |ran real|isa|si 

anggaran. Ba|sis akrual untuk pengakuan a|s|et, kewajiban, dan ekuita|s dana dalam 

neraca. Lapo |ran keuangan desa y|ang disajikan Menurut Sujarweni (2015) a|dalah 

s|ebagai berikut: 1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) , 2. Buku 

Ka|s Umum, 3. Buku Ka|s Harian Pembantu, 4. Buku Bank, 5. Buku Pajak, 6. 

Buku Inv|entaris Desa, 7. Buku Pers|ediaan, 8. Buku Mo |dal , 9. Buku Piutang, 10. 

Buku Hutang / Kewajiban, 11. Neraca, 12. Lapo |ran real|isa|si Anggran (LRA) 

Desa Fakto |r.  

d. Ketentuan peny|aluran dan penggunaan Dana Desa y|ang bersumber dari 

APBN 
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1) Peny|aluran  

Mekanisme peny|aluran Dana Desa terbagi menja|di 2 (dua) tahap 

y|akni tahap mekanisme transfer APBN dari Rekening Ka|s Umum Negara  

(RKUN) ke Rekening Ka|s Umum Daerah (RKUD) dan tahap mekanisme 

transfer APBD dari RKUD ke ka |s desa Peny|aluran Dana Desa ters|ebut di|lakukan 

s|ecara bertahap pa|da tahun anggaran berjalan, dengan ketentuan s |ebagai berikut: 

a) Tahap I, pa|da bulan Apri|l s|ebesar 40%; 

b) Tahap II, pa|da bulan Agustus s|ebesar 40%; dan 

c) Tahap III, pa|da bulan Okto |ber s|ebesar 20%. 

Peny|aluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD s |etiap tahap s|ebagaimana 

ters|ebut di ata|s di|lakukan pal|ing lambat pa|da minggu kedua bulan y|ang 

bersangkutan. Sedangkan peny|aluran Dana Desa dari RKUD ke Rekening 

Ka|s Desa (RKD) s|etiap tahap, di|lakukan pal|ing lambat tujuh hari kerja 

s|etelah diterima di RKUD.  

Peny|aluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD di|laksanakan o |leh 

Kua|sa Pengguna Anggaran (KPA) Dana Desa, dalam hal ini Direktur Dana 

Perimbangan Kementerian Keuangan. Adapun sy|arat untuk dapat di|lakukan 

peny|aluran Dana Desa a|dalah s|ebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri 

Keuangan No |mo |r 93/PMK.07/2015, Pa|sal 16 y|ang meny|ebutkan: 

a) Peny|aluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD di|laksanakan o |leh Kua|sa 

Pengguna Anggaran (KPA) Dana Desa. 

b) Peny|aluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD tahap I di|lakukan s|etelah 

bupati/wal|iko |ta meny|ampaikan: 
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Peraturan daerah mengenai APBD tahun anggaran berjalan; dan 

Peraturan bupati/wal|iko |ta mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian 

Dana Desa s|etiap Desa,kepa|da Menteri Direktur Dana Perimbangan Kementerian 

Keuangan. 

c) Dalam hal peraturan daerah mengenai APBD s|ebagaimana dimaksud 

pa|da ay|at (2) huruf a belum ditetapkan, peny|aluran Dana Desa 

di|lakukan 

s|etelah ditetapkan peraturan bupati/wal|iko |ta mengenai APBD. 

d) Bupati/wal|iko |ta meny|ampaikan peraturan daerah dan peraturan 

bupati/wal|iko |ta s|ebagaimana dimaksud pa|da ay|at (2) pal|ing lambat 

minggu keempat bulan Maret. 

2) Penggunaan 

Secara umum Dana Desa digunakan untuk membiay|ai peny|elenggaraan 

pemerintahan, pembangunan, pemberday|aan ma|sy|arakat dan 

kema|sy|arakatan, namun Peraturan Menteri Keuangan No |mo |r 

93/PMK.07/2015 mengamanatkan prio |rita|s penggunaan Dana Desa 

diarahkan untuk membiay|ai pembangunan dan pemberday|aan 

ma|sy|arakat.Lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan ters|ebut, 

dis|ebutkan bahwa penggunaan Dana Desa di|laksanakan s|esuai dengan 

prio |rita|s y|ang ditetapkan o|leh Menteri Desa, Pembangunan Daerah 

Tertinggal dan Transmigra|si. 

2. Akuntabilitas keuangan 

a. Pengertian Akuntabi|l|ita|s 



16 

 

 

 

Menurut Lembaga Administra|si Negara dan Ba|dan Pengawa|san Keuangan 

dan Pembangunan RI dalam Subroto| (2009) “akuntabilitas adalah kewajiban 

untuk memberikan penanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja 

dan tindakan seseorang pimpinan suatu unit organisasi kepada pihak yang 

memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggungjawaban”.  

 

Menurut Ultafiah (2017) “akuntabi|l|ita|s merupakan suatu upay|a untuk 

memberikan pertanggungjawaban mengenai s|egala aktiv|ita|s dan kinerja y|ang 

telah di|lakukan o |leh suatu entita|s kepa|da pihak-pihak y|ang berkepentingan”.  

Menurut Setiana & Yuliani (2017) menyatakan bahwa “Akuntabilitas 

kewajiban pemegang amanah / agent / kepala desa dan aparatnya untuk 

memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan 

segala aktivitas dan kegiatan yang menja|di tanggung jawab kepa|da pihak 

pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk 

pertangunggjawaban tersebut”.  

Menurut Mahmud mengemukakan “akuntabilitas ialah tanggung jawab 

agent (pemerintah) guna mengelo|la sumber daya serta memberi tahu prinsipal 

(pemberi mandat) dari setiap serta seluruh kegiatan yang melibatkan penggunaan 

sumber day|a publ|ik”. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk 

pertanggungjawaban dari pihak yang diberi kepercayaan oleh stakeho|lders 

dimana nantinya akan menghasilkan keberhasilan atau kegagalan dalam 

pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan” (Ardiyanti, 

2019).  
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Akuntanbilitas merupakan prinsip utama yang sangat penting dalam 

mewujudkan kepemerintahan yang baik. Dalam konsep pemerintahan yang baik 

akuntanbilitas ialah salah satu prinsip dasar yang wajib dilakukan agar 

penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan dengan baik dan benar. 

Akuntanbilitas publik adalah kewajiban pemegang kepercayaan untuk 

memberikan pertanggungjawaban, menyajikan dan mengungkapkan semua 

kegiatan dan kegiatannya yang merupakan tanggungjawabnya kepada prinsip 

yang memiliki hak dan wewenang untuk menerima pertanggungjawaban 

(Mardiasmo dan Chirtianingrum,2018:100).  

Semakin banyaknya kinerja instansi pemerintah yang terlihat tidak peduli 

terhadap upaya perbaikan kinerja yang lebih efisien sehingga hal tersebut 

menyebabkan masyarakat mulai menuntut kepada pemerintah atas pelayanan 

publik yang lebih baik. Maka dari itu nilai akuntanbilitas sangatlah penting 

diadopsi dalam mengatur pemerintahan. Hal ini berdasarkan pada argumen, 

bahwa tiada suatu tindakan atau perbuatan pemerintah yang tidak dapat 

dipertanggungjawabkan. Seluruh tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh 

pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan wajib dipertanggungjawabkan. 

Instansi pemerintah sudah seharusnya menerapkan sistem akuntanbilitas kinerja 

dan menyajikan pelaporannya ialah instansi dari Pemerintah Pusat, Pemerintah 

Daerah Kabupaten/Kota. Moeheriono (2012:103) menyatakan, pelaksanaan 

akuntanbilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) di Indonesia, telah diatur 

melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia No.7 Tahun 1999 tentang 

Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan ditindak lanjuti dengan 
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keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) No. 589/IX/6/Y/1999 

tentang penyusunan pelaporan akuntanbilitas kinerja instansi pemerintah yang 

telah disempurnakan melalui Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara  

(LAN) No. 239/IX/6/2003. Instruksi ini menungaskan kepada para pemimpin 

instansi pemerintah untuk merumuskan suatu Sistem Akuntanbilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah (SAKIP) pada masing-masing instansi untuk meningkatkan 

kinerja instansi pemerintah.  

Seluruh instansi pemerintah baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah 

daerah kabupaten/kota wajib menerapkan sistem akuntanbilitas kinerja serta 

menyampaikan hasil pelaporannya. Adapun pihak yang bertanggungjawab dalam 

penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah pejabat yang 

memiliki fungsi administrasi di instansi masing-masing, setalah itu para pemimpin 

instansi bersama tim wajib mempertanggungjawabkan dan memaparkan 

keberhasilan/kegagalan taraf kinerja yang dicapai. 

Sehubungan dengan fungsi pemerintah dalam memberikan pelayanan 

kepada masyarakat, kejelasan sasaran anggaran merupakan hal yang sangat 

penting di lingkungan pemerintahan karena akan berdampak baik secara langsung 

maupun tidak langsung terhadap akuntanbilitas pemerintah. Peran anggaran 

merupakan hal yang sangat penting dalam lingkup pemerintahan terutama dalam 

akuntanbilitasnya. Anggaran merupakan hal yang paling utama dalam 

pengendalian manajemen sebagai informasi perencanaan keuangan yang bertujuan 

untuk dapat mengevaluasi kinerja para pegawai. Anggaran adalah suatu rencana 

yang disusun secara sistematis dalam bentuk angka dan dinyatakan dalam unit 
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moneter yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan dalam jangka waktu (periode) 

tertentu di masa datang (M.Fuad dkk, 2020:2). Menurut Hazmi dkk (2012:67), 

anggaran yang tidak jelas sasarannya sudah dapat dipastikan akan menghadapi 

kesulitan dalam pelaksanaannya dan bahkan menjadi gagal. Untuk itu, kejelasan 

sasaran anggaran akan mendorong manajer lebih efektif dan melakukan yang 

terbaik dibandingkan dengan sasaran yang tidak jelas.  

Kinerja instansi pemerintah dikatakan baik, apabila dilakukannya sistem 

pengelolaan yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat melaporkan serta 

mengamati dan mengendalikan kinerja manajer dalam menerapkan anggaran. 

Sistem pelaporan merupakan laporan yang menggambarkan sistem 

pertanggungjawaban dari bawahan (pimpinan unit anggaran) kepada atasan 

(kepala bagian anggaran). 

 

Berda|sarkan beberapa referensi diata|s, maka dapat disimpulkan bahwa 

Akuntabi|l|ita|s a|dalah kinerja aparatur pemerintah desa dari perencanaan hingga 

pengawa|san. Segala aktiv|ita|s y|ang dikerjakan dengan dibiay|ai dengan anggaran 

wajib dipertanggung jawabkan kepa|da y|ang berkepentingan. 

b. Macam-Macam Akuntabi|l|ita|s 

Menurut Mardia|smo |, Akuntabi|l|ita|s publ|ik terdiri ata|s dua macam y|aitu : 

1) Akuntabi|l|ita|s Vertikal 

Pertanggunjawaban Vertikal a|dalah pertanggungjawaban ata|s pengelo |laan 

dana kepa|da o |to|rita|s y|ang lebih tinggi, misalny|a pertanggungjawaban unit-

unit kerja (dina|s) kepa|da pemerintah daerah,pertanggung jawaban 

pemerintah daerah kepa|da pemerintah pusat, dan pemerintah pusat kepa|da 

MPR. 
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2) Akuntabi|l|ita|s Ho|rizo|ntal 

Pertanggungjawaban Ho|rizo|ntal a|dalah pertanggungjawaban kepa|da 

ma|sy|arakat lua|s. Tingkat akuntabi|l|ita|s dan implementa|si pengelo |laan Dana 

Desa mengarahkan aparat desa untuk mengikuti tahapan 

sistematis dalam pengelo |laan dana desa, dimulai dari tahap perencanaan, 

pelaksanaan, penatausahaan pelapo |ran dan pertanggungjawaban. Sementara 

itu menurut Ardiy|anti (2019) meny|atakan terdapat beberapa dimensi y|ang 

terdapat dalam akuntabi|l|ita|s y|aitu: 

a) Akuntabi|l|ita|s hukum dan kejujuran, y|aitu bahwa s|etiap 

kebijakan patuh terha|dap hukum dan peraturan s|erta pelaksanaan kegiatan 

o |rganisa|si y|ang s|ehat untuk menghindari terha|dap peny|alahgunaan jabatan. 

b) Akuntabi|l|ita|s manajerial, y|aitu pengelo |laan kegiatan o |rganisa|si s|ecara 

eko |no |mis, efisien, dan efektif. Selain itu,bertanggungjawab pa|da pro |s|es dan 

pelaksanaan pro |gram y|ang telah ditetapkan. 

c) Akuntabi|l|ita|s pro |gram, y|aitu pengelo |laan pro |gram untuk 

mendukung tujuan o |rganisa|si, dan bertanggungjawab pa|da 

keputusan y|ang telah diambi|l bes|erta dampakny|a akuntabi|l|ita|s kebijakan, 

y|aitu pengelo |laan uang publ|ik s|ecara eko |no |mis, efisien, dan efektif s|erta 

bertanggungjawab pa|da inefisiensi pelaksanaan o |rganisa|si. 

d) Akuntabi|l|ita|s finansial, y|aitu penghindaran pembo |ro |san, kebo |co |ran, dan 

ko |rupsi, s|erta publ|ika|si ha|si|l menja|dikan lapo |ran keuangan kepa|da 

ma|sy|arakat. Berda|sarkan keterangan y|ang telah dis|ebutkan diata|s dapat 

disimpulkan bahwa terdapat macam-macamakuntabi|l|ita|s salah satuny|a 

a|dalah akuntabi|l|ita|s hukum dan akuntabi|l|ita|s manajerial. Akuntabi|l|ita|s 
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hukum merupakan kepatuhan terha|dap hukum s|erta aturan y|ang berlaku. 

Sedangkan akuntabi|l|ita|s manajerial merupakan efektiv|ita|s dalam 

pengelo |laan kegiatan o |rganisa|si. 

c. Indikato|r Akuntabi|l|ita|s 

Indikator akuntabilitas mengacu pada (Harjono|, dkk 2017) y|aitu : 

1) Standar Opera|sional Pengelolaan Anggaran SOP merupakan 

penetapan kriteria untuk mengukur performa aparat pemerintahan 

serta penetapan mekanisme untuk menjamin bahwa standar telah 

terpenuhi. 

2) Pertanggungjawaban atas kegiatan yang di|lakukan usaha imperative 

untuk membuat para aparat pemerintahan mampu bertanggung jawab 

untuk setiap perilaku pemerintahan dan responsif kepada entitas 

darimana mereka memperoleh kewenangan 

 

d. Pengertian keuangan 

Menurut (Ridwan dan Inge, 2017) “Keuangan Merupakan Ilmu dan 

seni dalam mengelola uang yang mempengaruhi kehidupan setiap organisasi. 

Keuangan berhubungan dengan proses, lembaga, pasar, dan 

instrument y|ang terlibat dalam transfer uang diantara indiv|idu, bisnis dan 

pemerintah”. 

Keuangan juga biasa didefinisikan sebagai manajemen keuangan, 

yaitu segala kegiatan perusahaan yang berhubungan dengan cara 

memperoleh, menggunakan, serta mengelola keuangan perusahaan untuk 

mencapai tujuan utama perusahaan. Manajemen keuangan merupakan hal yang 
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penting untuk diterapkan pa|da perusahaan. Hal ini dikarenakan, keuangan 

merupakan salah satu po|nda|si y|ang kuat untuk pertumbuhan dan perkembangan 

perusahaan (Guruakuntansi.com). 

 

3. Analisis Anggaran Dana Desa Terhadap Akuntabilitas Keuangan 

Menurut Undang- undang No |mo |r 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan 

wujud des|entral|isa|si ketatanegaraan maupun pereko |no |mian dalam 

peny|elenggaraan pemerintahan. Dukungan finansial juga diberikan pemerintah 

pusat dengan mengalo |ka|sikan Dana Desa y|ang bersumber dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berda|sarkan Peraturan Pemerintah 

No |mo |r 60 Tahun 2014, y|ang bertujuan untuk meningkatkan kemandirian desa 

melalui pro |gram dan kegiatan terkait pembangunan desa dan pemberday|aan 

ma|sy|arakat desa. 

Pengelo |laan  keuangan  desa  berpedo |man  pa|da  RPJMDesa,  RKPDesa,  

dan daftar usulan RKPDesa y|ang dituangkan dalam APBDesab.Keuangan  Desa  

dikeko |lo |la berda|sarkan  a|sa|s-a|sa|s  transparansi,  akuntabel partisipatif s|erta 

di|lakukan dengan tertib dan disipl|in anggaran.c.Pengelo |laan  keuangan  desa  

s|ebagaimana  dimaksud  pa|da  huruf  (1),  dikelo |la dalam  ma|sa  1  (satu)  tahun  

anggaran  y|akni  mulai  tanggal  1  Januari  sampai dengan tanggal 31 

Des|ember.Seluruh kegiatan y|ang berhubungan dengan pengelo |laan keuangan 

desa harus  dapat  dipertanggung jawabkan  dan  dikembangkan  s|ecara  

berkelanjutan dengan upay|a pemel|iharaan melalui partisipa|si ma|sy|arakat. 
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B. PENELITIAN TERDAHULU 

Dengan adanya penelitian terdahulu yang dapat dijadikan sebuah dasar bagi 

penulis untuk memulai sebuah penelitian. Untuk mendukung hasil dari penelitian 

ini, penulis akan menyajikan beberapa hasil dari sebuah penelitian terdahulu yang 

terkait dengan Anggaran  Dana Desa Terhadap Akuntabilitas Keuangan Desa. 

Adapun hasil penelitian terdahulu yang ditemukan penulis yaitu :  

TABEL 2.1  

PENELITIAN TERDAHULU 

No. Nama 

Peneliti 

Judul Peneltian Metode 

Penelitian 

Hasil Penelitian 

     
1.  Riska Sabir, 

dkk ( 2022). 

Akuntabilitas 

Pemerintah dalam 

Pengelolaan Dana 

Desa Talawe 

Metode 

Kuantitatif 

Hasil penelitian ini   

menunjukkan bahwa 

berdasarkan data 

tanggapan  responden 

mengenai faktor-faktor  

dukungan masyarakat 

terhadap kebijakan ADD 

berupa tenaga dan 

material, dikategorikan 

berpengaruh dengan 

jumlah rata-rata 

persentase 48% dari 

100% yang diharapkan.  

 
2.  Gede Made 

Artha 

Dharmakarja

,dkk (2020) 

Pengaruh 

Partisipasi 

Masyarakat Dan 

Akuntabilitas 

Keuangan Desa 

Terhadap Persepsi 

Anggaran 

Pendapatan Dan 

Belanja Desa 

 

Metode 

Kuantitatif 

Berdasarkan hasil uji F, 

partisipasi masyarakat 

dan  akuntabilitas  

keuangan  desa  

berpengaruh terhadap 

persepsi Anggaran 

Pendapatan Dan Belanja 

Desa 

3.  Ridha Fajri, 

dkk (2021)  

Pengaruh 

transparansi, 

Metode 

Kuantitatif 

Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa nilai 
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4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sulistyo dan  

Supami 

Wahyu 

Sulistyowati

(2019) 

partisipasi 

masyarakat, 

kompetensi 

aparatur desa, 

dan 

pemahaman 

regulasi 

terhadap 

akuntabilitas 

pengelolaan 

dana desa 

Pengaruh 

transparansi, 

akuntabilitas, dan 

partisipasi 

masyarakat pada 

pengelolaan 

alokasi dana desa 

(add) terhadap 

pembangunan 

desa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metode 

Kuantitatif 

t hitung sebesar 2,872 

dengan nilai signifikan 

sebesar 0,005 serta ttabel 

yang memiliki nilai 

1,9861. Karena nilai 

thitung >ttabel 

(2,872>1,9861) dengan 

signifikansi (0,005 

 

 

 

Berdasarkan  hasil  uji  F 

dalam menguji  pengaruh  

secara simultan   

menunjukan bahwa  

terdapat  pengaruh  yang  

signifikan antara  

variabel bebas,  

transparansi (X1), 

akuntabilitas (X2),dan  

partisipasi masyarakat 

(X3)dalam pengelolaan  

ADD  terhadap variabel 

terikat,  pembangunan 

desa  (X3). 

 
5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6.  

 

 

Enggar 

Wahyuning 

Pahlawan, 

dkk (2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risansya 

(2021) 

 

 

 

Pengaruh 

kompetensi 

aparatur desa, 

sistem 

pengendalian 

internal, 

pemanfaatan 

teknologi 

informasi dan 

partisipasi 

masyrakat 

terhadap 

akuntabilitas 

pengelolaan  dana 

desa. 

Analisis 

Efektivitas 

pengelolaan 

alokasi dana desa 

di desa 

Metode 

Kuantitatif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metode 

deskriptif 

kualitatif. 

 

 

Hasil penelitian ini  

menunjukkan bahwa 

terhitung lebih besar dari 

tabel yaitu sebesar 2,988 

> 2,030 dengan nilai 

signifikasi kurang dari 

0,05. Hal ini dapat 

diartikan bahwa H1 

diterima atau kompetensi 

aparatur desa 

berpengaruh terhadap 

akuntabilitas pengelolaan 

dana desa. 

 

 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

efektivitas pengelolaan 

alokasi dana desa di desa 

salumokanan utara 
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7.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rian 

Saputra( 

2020)  

salumokanan 

utara kabupaten 

mamasa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisis dampak 

pengelolaan  dana 

desa desa jonjo di 

tengah pandemic 

covid-19.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metode 

deskriptif 

kualitatif 

kabupaten mamasa tidak 

efektif disebabkan ole 

dua faktor yaitu 

terbatasanya sumber daya 

manusia yang dimiliki 

baik dari pemerintah desa 

maupun dari masyarakat 

sebagai pelaksana 

kegiatan pembangunan 

desa dan faktor kedua 

yaitu kurangnya 

partisipasi masyrakat 

baik dalam proses 

perencanaan maupun 

dalam pelaksanaan 

kegiatan pembangunan. 

 

Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa efek 

covid-19 yang luar biasa 

tehadap kehidupan 

masyrakat bawah, 

teutama kehidupan 

ekonomi dan sosial, 

mengharuskan adanya 

kebijakan yang bersifat 

luar biasa. Kondisi 

darurat yang terjadi 

mengakibatkan 

pemrioritasan dana desa 

harus dialihkan untuk 

penanggulangan bencana 

darurat mendesak sebesar 

30% dari dana desa yang 

diterima dari APBN, 

sehingga beberapa 

anggaran program kerja 

desa berkurang. 

 

C. SINTESIS TEORI DAN HASIL PENELITIAN 
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Sintesis a|dalah teknik kual|itatif y|ang di gunakan untuk menggabungkan 

data-data primer y|ang s|ejenis untuk mendapatkan pemahaman y|ang baru tentang 

perma|salahan y|ang diangkat. 

Berikut ini a|dalah langkah-langkah melakukan penel|itian sintesis menurut 

Perry| and Hammo |nd dalam Siswanto | (2019) :  

1) Mengidentifika|si pertany|aan penel|itian, hal ini di|lakukan untuk 

mengetahui apa saja fo |kus perma|salahan s|ehingga penel|iti dan o |rang 

lain memahami apa y|ang akan di tel|iti.  

2) Mengembangakan pro |to|ko |l penel|itian meta sintesis, hal ini di|lakukan 

untuk memberikan pedo |man berupa l|itera|si-l|itera|si terkait meta 

sintesis maupun l|itera|si mengenai hal y|ang akan di tel|iti. 

 3) Menentapkan lo |ka|si data-data y|ang akan di anal|isis  

4) Melakukan pemi|l|ihan data y|ang s|esuai dengan ma|salah y|ang akan di 

anal|isis  

5) Setelah s|emua data terkumpul, melakukan pemi|l|ihan kembal|i 

berda|sarkan kual|ita|s data y|ang co |co |k menja|di data penel|itian 

 6) Melakukan anal|isis tiap data indiv|idu untuk mengetahui temuan 

pentingny|a dengan menggunakan tabel anal|isis y|ang sudah di susun 

s|esuai dengan l|itera|si  

7) Menarik kesimpulan dari data-data y|ang sudah di anal|isis  

8) Peny|ajian ha|si|l 

 

D. Kerangka Konseptual 
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Undang – undang No |mo |r  6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah desa 

a|dalah kepala desa y|ang dibantu o |leh perangkat lainny|a dan Ba|dan 

Permusy|awaratan Desa (BPD) dalam menjalankan tuga|sny|a. Anal|isis anggaran 

dana desa berda|sarkan perangkat desa y|ang akuntabel dalam pengelo |laan 

keuangan desa berarti mampu meny|ajikan s|ecara transparan, v|epat dan tepat 

kepa|da ma|sy|arakat, dan mampu memberikan pertanggungjawaban untuk s|etiap 

kebijakan y|ang dibuat. 

Untuk lebih jela|sny|a disajikan kerangka ko |ns|eptual s|ebagai berikut : 
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 GAMBAR 2. 3 

 KERANGKA KONSEPTUAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 Feed Back 

 

Berda|sarkan Gambar di ata|s dapat di|l|ihat bahwa penel|itian ini berusaha 

akan  menjela|skan hubungan antara v|ariable independen (beba|s) dan v|ariable 

dependen (terikat). Variabel independen y|aitu Anggaran Dana desa dan Variabel 

dependent y|aitu Akuntanbi|l|ita|s Keuangan Desa.  

  

Kesimpulan  

Metode Analisis :  

Analisis Deskriptif Kualitatif 

Kantor  Desa Saruran Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang 

Anggaran Dana Desa 

Rumusan Masalah :  

Apakah Unsur Pengelolaan Anggaran Dana Desa Berperan Penting 

Terhadap Akuntabilitas Keuangan  Pada Desa Saruran Kecamatan 

Anggeraja Kabupaten Enrekang ? 

Rekomendasi 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Desain Penelitian 

Penel|itian ini menggunakan meto|de kual|itatif, Menurut Uma dan Ro |ger 

(2017) “Penel|itian kual|itatif a|dalah penel|itian y|ang mel|ibatkan anal|isis data 

info |rma|si y|ang bersifat deskriptif dan tidak dapat diukur s|ecara langsung. Hal 

y|ang pal|ing penting suatu barang atau ja|sa a|dalah keja|dian,feno |mena dan gejala 

so |sial a|dalah arti dari keja|dian ters|ebut dapat dija|dikan pelajaran berharga bagi 

pengembangan ko |ns|ep teo|ri”.  

Sedangkan pendekatan y|ang dipakai berupa deskriptif. Pendekatan 

deskriptif a|dalah anal|isis data y|ang di|lakukan dengan cara mengumpulkan 

data,mengelo |la data kemudian meny|ajikan data o |bs|erv|a|si agar pihak lain dapat 

dengan mudah mempero |leh gambaran tentang o |bjek y|ang ditel|iti dalam bentuk 

kata-kata dan baha|sa. 

B. Lokasi Penelitian 

Penel|itian ini di|lakukan di Kanto |r Desa Saruran y|ang terletak di Jl Po |ro |s 

Cakke Baraka, Saruran, Anggeraja, Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan, ko |de 

Po|s 91752. Penel|iti memi|l|ih daerah ini s|ebagai tempat penel|itian karena 

merupakan kampung halaman  penel|iti s|ehingga memudahkan untuk diaks|es o |leh 

penel|iti untuk menel|iti lebih dalam lagi perma|salahan y|ang akan dikaji.  
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C. Fokus dan Deskripsi Fokus 

Fo |kus penel|itian memuat rincian pertany|aan tentang cakupan atau to |pik- 

to |pik y|ang akan diungkap atau digal|i dalam penel|itian. Fo |kus penel|itian 

merupakan garis besar dari pengamatan penel|itian, s|ehingga o |bs|erv|a|si dan 

anal|isa ha|si|l penel|itian lebih terarah. Oleh s|ebab itu, digunakanlah indikato|r- 

indikato |r agar tidak terja|di pembaha|san y|ang terlalu lua|s dan pa|da akhirny|a tidak 

s|esuai dengan apa y|ang menja|di judul penel|itian. 

D. Informan Penelitian 

Dalam penel|itian kual|itatif po |sisi sumber data y|ang berupa manusia 

(nara|sumber) sangat penting perananny|a s|ebagai indiv|idu y|ang memi|l|iki 

info |rma|siny|a. Penel|iti dan nara|sumber di sini memi|l|iki po |sisi y|ang sama, o |leh 

karena itu nara|sumber bukan s|ekedar memberikan tanggapan pa|da y|ang diminta 

penel|iti, tetapi ia dapat lebih memi|l|ih arah dan s|elera dalam meny|ajikan 

info |rma|si y|ang ia mi|l|iki. Karena po |sisi ini|lah sumber data y|ang berupa manusia 

di dalam penel|itian kual|itatif dis|ebut s|ebagai info |rman. Info |rman dalam 

penel|itian a|dalah o |rang atau pelaku y|ang benar-benar tahu dan mengua|sai 

ma|salah, s|erta terl|ibat langsung dengan ma|salah penel|itian. Informan yang 

termasuk yakni Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Bendahara Desa. 

E. Jenis dan Sumber Data 

1. Jenis Data 

Adapun, jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

penelitian kualitatif.  Menurut Moleong  (2017) penelitian kualitatif adalah 
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penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang 

dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku,persepsi,motivasi, tindakan 

dan lain-lain secara holistic dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata 

dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan 

berbagai metode alamiah.  

 

Penel|itian kual|itatif menurut Hendry|a|di, et. al, (2019) merupakan 

pro|s|es peny|el|idikan natural|istik y|ang mencari pemahaman mendalam tentang 

feno |mena so |sial s|ecara alami. 

 Penel|itian kual|itatif menekankan pa|da kual|ita|s bukan kuantita|s dan 

data-data y|ang dikumpulkan bukan bera|sal dari kuisio |ner melainkan bera|sal 

dari wawancara,o |bs|erv|a|si langsung dan do |kumen resmi y|ang terkait lainny|a. 

Penel|itian kual|itatif juga lebih mementingkan s|egi pro |s|es dari pa|da ha|si|l 

y|ang didapat. Hal ters|ebut dis|ebabkan o |leh hubungan bagian-bagian y|ang 

s|edang ditel|iti akan jauh lebih jela|s jika diamati dalam pro |s|es. 

2. Sumber Data 

a.  Data Primer 

Data primer, y|akni data y|ang dipero |leh s|ecara langsung dari 

respo |nden y|ang terpi|l|ih di lo |ka|si penel|itian. data primer dipero |leh dengan 

cara melakukan wawancara (interv|iew). 

Data primer dalam penel|itian ini dipero |leh dari lapangan atau lo |ka|si 

y|aitu di desa saruran kecamatan anggeraja kabupaten enrekang melalui 

wawancara di|lakukan untuk memudahkan dalam mendefenisikan suatu data 

y|ang kemudian dio |lah dalam melakukan anal|isis data. 
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b. Data Sekunder 

Sumber data s|ekunder a|dalah sumber data y|ang di ha|si|lkan dan 

diharapkan dapat membantu mengungkapkan data y|ang diharapkan. Sumber 

data s|ekunder dapat membantu memberi keterangan atau data pelengkap 

s|ebagai bahan perbandingan.  

Data s|ekunder dalam penel|itian ini dipero |leh melalui berbagai data 

dari catatan-catatan do|kumenta|si, lapo |ran artikel-artikel, internet s|erta 

berbagai referensi tentang anggaran dana desa terha|dap akuntabi|l|ita|s 

keuangan desa saruran kecamatan anggeraja kabupaten enrekang. 

F. Teknik Pengumpulan Data 

Menurut sugiyono|,(2018)“bahwa pengumpulan data diperoleh dari 

angket atau kuesioner, wawancara, studi dokumentasi. Metode pengumpulan 

data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan 

observasi, wawancara dan studi dokumentasi”. 

 

 Dalam menghimpun data s|ebagai da|sar dalam melakukan 

penel|itian, maka digunakan teknik pengumpulan data s|ebagai berikut:  

1. Obs|erv|a|si 

Obs|erv|a|si merupakan teknik pengumpulan data y|ang di|lakukaan 

melalui s|esuatu pengamatan, dengan dis|ertai pencatatan-pencatatan 

terha|dap kea|daan atau pri|laku o |bjek sa|saran. 

2. Wawancara  
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Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara tany|a 

jawab kepa|da pegawai kanto|r Desa Saruran Kecamatan Anggeraja 

Kabupaten Enrekang. 

3. Studi Do |kumenta|si  

Studi do |kumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara 

mengumpulkan dan mempelajari data dari buku-buku, jurnal-jurnal 

penel|itian, majalah dan internet y|ang memi|l|iki relev|ansi dengan penel|itian 

Teknik pengumpulan data berupa dokumen-dokumen atau arsip-arsip yang 

dapat memberikan informasi terkait data penelitian. Dokumen yang 

dimaksud adalah segala catatan baik bentuk catatan dalam kertas (hardcopy) 

maupun elektronik (softcopy) seperti buku, artikel, media massa, undang-

undang, notulen, blog, halaman web, foto, dan lainnya. Sementara dokumen 

yang dibutuhkan dalam penelitian ini diantaranya: Laporan keuangan desa, 

mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pertanggung jawaban, 

penatausahaan, dan pelaporan yang diantaranya berupa bukti – bukti jurnal 

– jurnal, neraca dan realisasi anggaran. 

G. Teknik Analisis Data 

Teknik anal|isis y|ang digunakan dalam penel|itian ini a|dalah deskriptif 

kual|itatif y|aitu dengan mendeskripsikan s|erta menganal|isis data y|ang digunakan 

dalam penel|itian ini a|dalah dengan meto |de deskeriptif y|aitu membaha|s 

perma|salahan penel|itian dengan meto |de deskriptif y|aitu membaha|s perma|salahan 

penel|itian dengan menguraikan dan menjela|skan berda|sarkan data dan dipero |leh 

s|erta diinterpreta|sikan s|esuai dengan teo|ri-teo |ri y|ang relev|an s|ehingga dapat 
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menggambarkan kea|daan y|ang terja|di. Selain itu, penel|iti juga menggunakan 

anal|isis kerangka kerja lo |gis y|ang digunakan o |leh pemerintah Desa. Kerangka 

kerja lo |gis a|dalah s|esuatu y|ang menunjukkan hubungan y|ang ma|suk akal antar 

berbagai hal y|ang mel|iputi sumber y|ang diinv|esta|sikan kegiatan y|ang di|lakukan, 

dan manfaat atau perubahan y|ang diha|si|lkan. 

Mi|les dan Huberman (2019), mengemukakan bahwa aktiv|ita|s dalam 

anal|isis data kual|itatif di|lakukan s|ecara interaktif dan berlagsung s|ecara terus 

menerus sampai tunta|s, s|ehingga datany|a jenuh. Ukuran kejenuhan data ditandai 

dengan tidak dipero |lehny|a lagi data atau info |rma|si baru. Aktiv|ita|s dalam anal|isis 

mel|iputi reduksi data (data reducy|io|n), peny|ajian data (data display|) s|erta 

penarikan kesimpulan dan v|erifika|si (co|nclusio|n drawing/v|eriv|icatio|n). Sejumlah 

penel|iti kual|itatif berupay|a mengumpulkan data s|elama mungkin dan bermaksud 

akan menganal|isis s|etelah meninggalkan lapangan. Anal|isis data kual|itatif mo |del 

Mi|les dan Hubermen terdapat tiga (3) tahap :  

1. Tahap reduksi data 

Sejumlah langkah anal|isis s|elama pengumpulan data menurut Mi|les dan 

Huberman a|dalah :  

a.  Meringka|skan data ko|ntak langsung dengan o |rang, keja|dian dan situa|si di 

lo |ka|si penel|itian. Pa|da langkah pertama ini terma|suk pula memi|l|ih dan 

meringka|s do |kumen y|ang relev|an. 

b. pengko |dean. Pengko |dean hendakny|a memperhatikan s|etidak-tidakny|a 

empat hal y|akni : 1. Digunakan simbul atau ringka|san, 2. Ko |de dibangun 
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dalam suatu struktur tertentu, 3. Ko|de dibangun dengan tingkat rinci 

tertentu, 4. Kes|eluruhanny|a dibangun dalam suatu sistem y|ang integrativ|e. 

c. dalam anal|isis s|elama pengumpulan data a|dalah pembuatan catatan 

o |by|ektif-deskriptif. 

d. membuat catatan reflektif. Menul|iskan apa y|ang terangan dan terfikir o |leh 

penel|iti dalam sangkut paut dengan catatan o |by|ektif ters|ebut diata|s. Harus 

dipisahkan antara catatan o|by|ektif dan catatan reflektif 

e. Membuat catatan marginal. Mi|les dan Huberman memisahkan ko |mentar 

penel|iti mengenai substansi dan meto|do |lo |giny|a. Ko |mentar subtansial 

merupakan catatan marginal 

f. Peny|impanan data untuk meny|impan data s|etidak-tidakny|a a|da tiga hal 

y|ang perlu diperhatikan : a. pemberian tabel, b. mempuny|ai fo |rmat y|ang 

unifo |rm dan no |rmal|isa|si tertentu, c. menggunakan angka indeks dengan 

sistem tero |rganisa|si baik. 

g. Anal|isis data s|elama pengumpulan data merupakan pembuatan memo |. 

Memo | y|ang dimaksud Mi|les dan Huberman a|dalah teo|ritisa|si ide atau 

ko |ns|eptual|isa|si ide, dimulai dengan pengembangan pendapat atau po |rpo |sal 

h. Anal|isis antarlo |ka|si. Ada kemungkinan bahwa studi di|lakukan pa|da lebih 

dari satu staf penel|iti. Pertemuan antar penel|iti untuk menul|iskan kembal|i 

catatan deskriptif, catatan reflektif, catatan marginal dan memo | ma|sing-

ma|sing penel|iti menja|di y|ang co |nfo |rm satu dengan lainny|a, perlu 

di|lakukan. 
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i. Pembuatan ringka|san s|ementara antar lo |ka|si. Isiny|a lebih bersifat matriks 

tentang a|da tidakny|a data y|ang dicari pa|da s|etiap lo |ka|si. 

Berda|sarkan kemampuan ters|ebut penel|iti dapat melakukan aktiv|ita|s 

reduksi data s|ecara mandiri untuk mendapatkan data y|ang mampu menjawab 

pertany|aan penel|itian. Bagi penel|iti pemula, pro |s|es reduksi data dapat di|lakukan 

dengan mendiskusikan pa|da teman atau o|rang lain y|ang dipandang ahl|i. Melalui 

diskusi ters|ebut diharapkan wawa|san penel|iti akan berkembang, data ha|si|l 

reduksi lebih bermakna dalam menjawab pertany|aan penel|itian. 

2. Tahap Peny|ajian data/ Anal|isis Data Setelah Pengumpulan Data 

Pa|da tahap ini penel|iti bany|ak terl|ibat dalam kegiatan peny|ajian atau 

penampi|lan (display|) dari data y|ang dikumpulkan dan di anal|isis s|ebelumny|a, 

mengingat bahwa penel|iti kual|itatif bany|ak meny|usun teks naratif. Display| 

a|dalah fo |rmat y|ang meny|ajikan info |rma|si s|ecara tematik kepa|da pembaca. Mi|les 

dan Huberman (2019) memperkenalkan dua macam fo |rmat, y|aitu : diagram 

ko |nteks ( co|ntext chart ) dan matriks. Penel|itian kual|itatif bia|sany|a difo |kuskan 

pa|da kata-kata, tindakan-tindakan o |rang y|ang terja|di pa|da ko |nteks tertentu. 

Ko |nteks ters|ebut dapat di|l|ihat s|ebagai a|spek relev|an s|egera dari situa|si y|ang 

bersangkutan, maupun s|ebagai a|spek relev|an dari sistem so |sial dimana s|eo |rang 

berfungsi  (ruang kela|s ,s|eko |lah ,departemen, keluarga ,agen ,ma|sy|rakat lo |kal), 

s|ebagai i|lustra|si dapat dibaa Mi|les dan Huberman (2017:133) peny|ajian data 

diarahkan agar data ha|si|l reduksi tero |rganisirkan, tersusun dalam po |la hubungan, 

s|ehingga makin mudah dipahami dan merencanakan kerja penel|itian s|elanjutny|a.  
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Mi|les and Hubermen (1984) meny|atakan : ”the mo|st frequent fo|rm o|f 

display| data fo|r qual|itativ|e res|earch data in the po|st ha|s been narrativ|e text” 

y|ang pal|ing s|ering digunakan untuk meny|ajikan data dalam penel|itian kual|itatif 

a|dalah dengan teks y|ang bersifat naratif.Mi|les dan Huberman membantu para 

penel|iti kual|itatif dengan mo |del-mo |del peny|ajian data y|ang analo |g dengan 

mo |del-mo |del peny|ajian data kuantitatif statis, dengan menggunakan tabel, 

grafiks, amatriks dan s|emacamy|an; bukan diisi dengan angka-angka melainkan 

dengan kata atau pha|s|e v|erbal. 

Mi|les dan Huberman meny|ajikan 9 mo |del dengan 12 co|nto |h peny|ajian data 

kual|itatif bentuk matriks, gambar atau grafik analo |g dengan mo |del y|ang bia|sany|a 

digunakan dalam meto |do |lo |gi penel|itian kuantitatif statistik. 

a. Mo |del 1 a|dalah mo |del untuk mendeskripsikan mo |del penel|itian. Dapat 

berupa so |sio |gram, o |rganigram atau meny|ajikan peta geo|grafis. 

b. Mo |del 2 a|dalah mo |del y|ang dipakai untuk memantau ko|mpo |nen atau 

dimensi penel|itian, y|aitu dengan checkl|ist matrik. Karena matriks itu tabel dua 

dimensi, maka pa|da barisny|a dapat disajikan ko |mpo |nen atau dimensiny|a, pa|da 

ko |lo |m disajikan kurun waktuny|a. Isi checkl|ist hany|alah tanda-tanda singkat. 

c. Mo |del 3 a|dalah mo |del untuk mendeskripsikan perkembangan antar waktu. 

Isiny|a bukan s|ekedar tanda cek, melainkan a|da diskripsi v|erbal dengan satu 

kata atau pha|s|e. 

d. Mo |del 4 a|dalah matriks tataperan, y|ang mendeskripsikan pendapat, sikap, 

kemampuan atau lainny|a dari berbagai pemeranan. 
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e. Mo |del 5 a|dalah matriks ko |ns|ep terkla|ster. Digunakan untuk meringka|s 

berbagai ha|si|l penel|itian dari berbagai ahl|i y|ang po |ko|k perhatianny|a berbeda. 

f. Mo |del 6 a|dalah matriks tentang efek atau pengaruh. Mo |del ini hany|a 

mengubah fungsi-fungsi ko |lo |m-ko |lo |mny|a, diganti untuk mendeskripsikan 

perubahan s|ebelum dan s|esudah mendapat peny|uluhan, s|ebelum dan s|esudah 

deregula|si dan y|ang s|emacamny|a. 

g. Mo |del 7 a|dalah matriks dinamika lo |ka|si. Melalui mo |del ini diungkap 

dinamika lo |ka|si untuk berubah. Mo |del ini berguna bagi penel|iti y|ang memang 

hendak mel|ihat dinamika so |sial suatu lo |ka|si, tetapi memang tidak bany|ak 

penel|iti y|ang mengungkap hal ters|ebut cukup sul|it. 

h. Mo |del 8 a|dalah meny|usun daftar keja|dian. Daftar keja|dian dapat disusun 

kro|no |lo |gis atau dikla|sterkan. 

i. Mo |del 9 a|dalah jaringan klausal dari s|ejumlah keja|dian y|ang ditel|itiny|a. 

Dari deskripsi atau sajian y|ang diringka|skan dalam berbagai mo |del ters|ebut 

dapat diharapkan agar mempermudah kita untuk merumuskan prediksi kita. 

Selanjutny|a disarankan dalam melakukan display| data, s|elain dengan teks 

y|ang naratif juga dapat berupa : bagan, hubungan antar katego |ri, diagram alur 

(flo |w chart), picto |gram, dan s|ejenisny|a.Kesimpulan y|ang dikemukakan ini ma|sih 

bersifat s|ementara dan akan berubah bi|la ditemukan bukti-bukti kuat y|ang 

mendukung tahap pengumpulan data berikutny|a. 

3. Tahap Penarikan Kesimpulan dan Verifika|si 

Langkah s|elanjutny|a a|dalah tahap penarikan kesimpulan berda|sarkan 

temuan dan melakukan v|erifika|si data. Langkah v|erifika|si y|ang di|lakukan 
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penel|iti s|ebaikny|a ma|sih tetap terbuka untuk menerima ma|sukan data, walaupun 

data ters|ebut a|dalah data y|ang tergo|lo |ng tidak bermakna. Namun demikian 

penel|iti pa|da tahap ini s|ebaikny|a telah memutuskan anara data y|ang mempuny|ai 

makna dengan data y|ang tidak diperlukan atau tidak bermakna. Data y|ang dapat 

dipro |s|es dalam anal|isis lebih lanjut s|eperti absah, berbo |bo |t, dan kuat s|edang data 

lain y|ang tidak menunjang, lemah, dan meny|impang jauh dari kebia|saan harus 

dipisahkan. Kual|ita|s suatu data dapat dini|lai melalui beberapa meto |de, y|aitu : 

a) mengecek repres|entativ|eness atau keterwaki|lan data,b) mengecek data dari 

pengaruh penel|iti, c) mengecek melalui triangula|si, d) melakukan pembo |bo |tan 

bukti dari sumber data-data y|ang dapat dipercay|a ,e).membuat perbandingan atau 

mengko |ntra|skan data, f).menggunakan ka|sus ekstrim y|ang direal|isa|si dengan 

memaknai data negatif 

Dengan mengko |nfirma|si makna s|etiap data y|ang dipero |leh dengan 

menggunakan satu cara atau lebih, diharapkan penel|iti mempero |leh info |rma|si 

y|ang dapat digunakan untuk mendukung tercapainy|a tujuan penel|itian. Penarikan 

kesimpulan penel|itian kual|itatif diharapkan merupakan temuan baru y|ang belum 

pernah a|da.  

H. Operasionalisasi Konsep 

Defenisi o |pera|sio |nal menjela|skan cara tertentu y|ang digunakan dalam 

mengo |pera|sio |nalkan co |nstruct, s|ehingga memungkinkan bagi penel|iti lain untuk 

melakukan repl|ika|si pengukuran dengan cara y|ang sama atau mengembangkan 

cara pengukuran co|nstruct y|ang lebih baik. Akuntansi desa  adalah pencatatan 

dari protes transaksi yang terjadi di desa, dibuktikan dengan nota-nota kemudian 



40 

 

 

 

dilakukan pencatatan dan pelaporan keuangan sehingga akan menghasilkan 

informasi dalam bentuk laporan keuangan yang digunakan pihak-pihak yang 

berhubungan dengan desa. 

Desa dan Pemerintah Desa Menurut UU Nomor 6 tahun 2014, Desa adalah 

kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk 

mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat 

berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang 

diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. Sedangkan Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan 

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan 

Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Pengertian anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) adalah 

pertanggungjawaban dari pemegang manajemen desa untuk memberikan 

informasi tentang segala aktivitas dan kegiatan desa kepada masyarakat dan 

pemerintah atas pengelolaan dana desa dan pelaksanaan berupa rencana-rencana 

program yang dibiayai dengan uang desa. Dalam APBDesa berisi pendapatan, 

belanja dan pembiayaan desa. 

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai 

dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan 

dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Hak dan kewajiban tersebut 

menimbulkan pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang perlu diatur dalam 

pengelolaan keuangan desa yang baik. Siklus pengelolaan keuangan desa meliputi 

perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban, 
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dengan periodisasi 1 (satu) tahun anggaran, terhitung mulai  tanggal 1 Januari 

sampai dengan 31 Desember. (Permendagri No 113 tahun 2014).  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Oby|ek Penel|itian 

1. Sejarah Tempat Penel|itian 

a. Sejarah Desa 

Desa saruran berdiri s|ejak tahun 2003 dimana duluny|a bernama Desa Dante 

Marari dan kemudian memisahkan diri. Asal mua|sal dis|ebutny|a s|ebagai Desa 

Saruran karena pa|da jaman dahulu terdapat mata air y|ang sangat besar di Desa 

Saruran dimana mata air ters|ebut dibuatkan talang (baha|sa lo |kal dis|ebut 

“Saruran”) y|ang digunakan untuk mengairi air ke pemukiman warga, s|ehingga 

o |leh s|ebab itu dinamakan desa Saruran. 

b. Ko |ndisi geo |grafis desa  

1) Geo |grafis 

Desa saruran terletak kurang lebih 35 km dari ibu ko |ta Enrekang atau 

kurang lebih dari ibu ko |ta kecamatan anggeraja dengan lua|s wi|lay|ah 15.3 km 

dengan bata|s-bata|s desa s|ebagai berikut : Sebelah utara : Desa tampo |, Sebelah 

Selatan : Desa Batu No |ni, Sebelah Timur : Kecamatan Baraka, Sebelah Barat : 

Kelurahan Tanete. Desa saruran memi|l|iki ko |ndisi daerah y|ang cenderung rata 

dan memi|l|iki s|edikit daerah berbukit. Ko |ndisis tanah cukup subur ntuk ditanami 

berbagai jenis tanaman baik tanaman jangka pendek maupun jangka panjang.  

2.  Ikl|im  
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Kea|daan ikl|im di desa saruran terdiri dari musim hujan,musim kemarau dan 

musim pancaro |ba. Dimana musim hujan mulai januari sampai dengan apri|l 

s|edangkan kemarau mulai jul|i sampai dengan No |v|ember s|edangkan musim 

pancaro |ba antara mei – juni. 

c. Jumlah penduduk 

Jumlah penduduk desa saruran pa|da tahun 2021 terhitung 1.110 jiwa , laki – 

laki s|ebany|ak 580 jiwa dan perempuan terhitung 520 jiwa. 

d. Kea|daan so |sial 

May|o |rita|s mata pencarian penduduk desa saruran bergerak dibidang 

pertanian dengan tanaman bawang merah s|ebagai tanaman prima|do |na. 

Perma|salahan y|ang s|edang muncul berkaitan dengan mata pencaharian 

penduduk a|dalah hany|a bergantung dengan s|ekto |r pertanian s|ehingga 

menghambat pembangunan sumber day|a manusia di desa saruran. Hal ini y|ang 

perlu diperhatikan dalam pembangunan desa a|dalah melakukan usaha perlua|san 

kes|empatan kerja dengan melakukan penguatan keterampi|lan, penguatan mo |dal 

dan fa|si|l|ita|si s|ebagai mo |dal untuk pengembangan usaha khususny|a di eko |no |mi 

pro|duktif. Kendala utama dalam s|ekto |r pertanian a|dalah pembangunan 

infra|struktur s|ehingga sangat mempengaruhi pengangkutan ha|si|l pertanian. Di 

samping itu kendala utama dalam bidang pertanian a|dalah bany|akny|a hama dan 

peny|akit pa|da tanaman bawang merah s|ehingga sangat mempengaruhi 

pro|duktiv|ita|s pertanian. 

e. Kea|daan eko |no |mi 
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Penduduk desa saruran may|o |rita|s s|ebagai petani. Sedangkan po |tensi desa 

y|ang pal|ing meno |njo |l a|dalah po |tensi pertanian ( bawang merah ). Di s|ekto|r 

pertanian desa saruran y|ang bera|da di dataran tinggi s|ehingga memungkinkan 

mendapat cahay|a matahari y|ang penuh. Maka hal ini berdampak pa|da pro |duksi 

ha|si|l pertanian y|ang mempuny|ai kual|ita|s bagus. 

f. Kea|daan sarana dan pra|sarana desa 

Kea|daan sarana dan pra|sarana desa saruran s|ecara umum sudah cukup 

mema|dai baik sarana transpo |rta|si, sarana pendidikan, sarana iba|dah, sarana 

kes|ehatan dan sarana pemerintahan. Semuany|a sudah dapat melay|ani 

ma|sy|arakat desa saruran. Namun demikian ma|sih diperlukan upay|a kegiatan 

peny|empurnaan terha|dap sarana dan pra|sarana desa di desa saruran agar 

pelaksanaan pelay|anan di s|egala bidang terha|dap ma|sy|arakat lebih o |ptimal. 

g. Ko |ndisi pemerintah desa 

Pemerintah desa a|dalah peny|elenggaraan urusan pemerintahan o |leh 

pemerintah desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan ma|sy|arakat 

s|etempat berda|sarkan a|sal usul dan a|dat istia|dat s|etempat y|ang diakui dan di 

ho |rmati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republ|ik Indo |nesia. 

Pemerintah desa terdiri ata|s kepala desa dan perangkat desa. Kepala desa dipi|l|ih 

langsung o|leh dan dari penduduk desa saruran warga negara republ|ik Indo |nesia 

y|ang memenuhi persy|aratan. Kepala desa pa|da da|sarny|a bertanggungjawab 

kepa|da ma|sy|rakat desa y|ang pro |s|edur pertanggungjawabny|a disampaikan 

kepa|da bupati melalui camat. Kepala desa mempuny|ai tuga|s po |ko|k memimpin 

dan mengko |o|rdina|sikan pemerintah desa dalam melaksanakan s|ebagian urusan 
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rumah tangga desa, urusan pemerintahan umum, pembinaan, dan pembangunan 

ma|sy|arakat s|erta melaksanakan tuga|s pembantuan dari pemerintah di ata|sny|a. 

3. Visi dan Misi Tempat Penel|itian 

Visi desa saruran a|dalah “ Menja|dikan  Desa Saruran Menja|di Desa 

Agro |bisnis, Meningkatkan Pembangunan Berba|sis Eko |no|mi Dan Go |to |ng 

Ro |y|o |ng Sehingga Ma|sy|arakat Maju, Sejahtera, Beriman Dan Bertaqwa Kepa|da 

Tuhan Yang Maha Esa” 

Misi Desa Saruran : 

a) Mewujudkan dan mengembangkan kegiatan keagamaan untuk menambah 

keimanan dan ketaqwaan kepa|da Tuhan Yang Maha Esa. 

b) Membangun dan meningkatkan ha|si|l pertanian dengan jalan penataan 

pengairan, perbaikan jalan sawah/ jalan usaha tani, po |la pemupukan dan 

tanam y|ang baik. 

c) Menata pemerintahan desa saruran y|ang ko |mpak dan bertanggung jawab 

dalam mengemban amanat ma|sy|rakat. 

d) Meningkatkan pelay|anan ma|sy|rakat s|ecara terpa|du dan o |ptimal. 

e) Menumbuh kembangkan kelo |mpo |k tani dan gabungan kelo |mpo |k tani s|erta 

bekerja sama dengan HIPPA untuk memfa|si|l|ita|si kebutuhan petani. 

f) Menumbuh kembangkan usaha keci|l dan menengah. 

g) Membangun dan mendo |ro |ng majuny|a bidang pendidikan baik fo |rmal 

maupun no |nfo |rmal y|ang mudah diaks|es dan dinikmati s|eluruh warga 

ma|sy|rakat tanpa terkecual|i y|ang mampu mengha|si|lkan insan 

intelektual,ino |v|atif dan relegi. 
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h) Membangun dan mendo |ro |ng usaha-usaha untuk pengembangan dan 

o |ptimal|isa|si s|ekto |r pertanian,peternakan,dan kewirausahaan 

4. Struktur Organisa|si 

Gambar 4.1 Struktur Organisa|si Pemerintah Desa Saruran 

Struktur Organisa|si Pemerintah Desa Saruran Kecamatan 

Anggeraja Kabupaten Enrekang 
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1. Memimpin peny|elenggaraan pendes berda|sarkan kegiatan y|ang di tetapkan 

bersama BPD 

2. Mengajukan rencana peraturan desa 

3. Menetapkan peraturan desa 

4. Mengajukan peraturan desa 

5. Membina kehidupan ma|sy|arakat desa 

6. Membina pereko |no |mian desa 

7. Mengko |o |rdina|sikan pembangunan desa s|ecara partisipatif dan swa|day|a 

ma|sy|arakat 

8. Meningkatkan kes|ejahteraan raky|at 

9. Ketentraman dan ketertiban 

10. Menjal|in hubungan kerja sama dengan mitra pemdes 

11. Pengembangan pendapatan desa 

Tuga|s po|ko |k fungsi aparatur desa tuga|s,kewajiban,hak dan wewenang kepala 

desa : 

a) Kepala desa mempuny|ai tuga|s : 

1. Meny|elenggarakan urusan pemerintahan 

2. Meny|elenggarakan urusan pembangunan 

3. Meny|elengarakan urusan kema|sy|arakatan 

a) Wewenang kepala desa : 

4. Memimpin peny|elenggaraan pemerintah desa berda|sarkan kebijakan y|ang 

ditetapkan bersama BPD 

5. Mengajukan rancangan peraturan desa (Perdes) 
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6. Menetapkan peraturan desa y|ang telah mendapat pers|etujuan bersama BPD 

7. Meny|usun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APBDes 

untuk dibaha|s dan ditetapkan bersama BPD 

8. Membina kehidupan ma|sy|arakat desa 

9. Membina pereko |no |mian desa 

10. Mengko |o |rdina|sikan pembangunan desa s|ecara partisipatif 

11. Mewaki|l|i desany|a di dalam dan di luar penga|di|lan dan dapat menunjuk kua|sa 

hukum untuk mewaki|l|iny|a s|esuai dengan perundang-undangan 

12. Melaksanakan wewenang lain s|esuai dengan peraturan perundang-undangan 

Perangkat desa mempuny|ai tuga|s dan fungsi po |ko |k s|ebagai berikut : 

a) Tuga|s po |ko |k s|ekretaris desa s|ebagai berikut : 

1. Membantu kepala desa dalam melaksanakan tuga|s peny|elenggaraan 

pemerintahan a|dministra|si o |rganisa|si dan tata laksana 

2. Memberikan pelay|anan a|dministrativ|e kepa|da s|eluruh perangkat desa dan 

ma|sy|arakat desa y|ang bersangkutan 

b) Fungsi po |ko |k s|ekretaris desa s|ebagai berikut : 

1. Merampungkan, mengo |lah, merumuskan dan mengev|alua|si data untuk 

kelancaran kegiatan peny|elenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan 

kema|sy|arakatan 

2. Pelaksanaan urusan surat meny|urat, kearsipan dan pelapo |ran 

3. Pelaksanaan a|dministra|si umum 

4. Pelaksanaan a|dministra|si pemerintahan, pembangunan, dan 

kema|sy|arakatan 
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5. Meny|usun dan mengko |o|rdina|sikan pro |gram kerja pelaksanaan tuga|s 

s|ecretariat 

6. Meny|usun dan mengko |o |rdinir kegiatan y|ang di|lakukan o |leh perangkat 

desa 

7. Meny|usun rencana kebutuhan, perlengkapan dan peralatan s|erta 

pelaksanaan keamanan dan kebersihan kanto|r 

8. Meny|usun dan mempro |s|es rancangan pro|duk hukum desa (peraturan 

desa, peraturan kepala desa, dan keputusan kepala desa) 

9. Meny|elenggarakan tata usaha kepegawaian (aparatus desa) y|ang mel|iputi 

kes|ejahteraan kerja, pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa 

10. Meny|elenggarakan peny|usunan rencana anggaran pengelo |laan keuangan 

s|erta pertanggungjawaban pelaksanaanny|a  

11. Melakukan pelay|anan teknis a|dministra|si kepa|da ma|sy|arakat 

12. Meny|usun pro |gram tahunan ddesa (RPJMDes – RKP Des) 

13. Melakukan tuga|s lain y|ang diberikan o |leh kepala desa dalam hal kepala 

desa s|edang berhalangan 

c) Tugas pokok Ka|si pemerintahan 

Tuga|s po |ko|k kaur/ka|si pemerintahan a|dalah membantu kepala desa 

dalam tuga|s pelay|anan, pemberday|aan, dan peny|elenggaraan pemerintahan 

umum dan pemerintahan desa. 

Fungsi ka|si pemerintahan s|ebagai berikut : 

1. Meny|usun pro |gram dan meny|iapkan bahan ko |o|rdina|si pembinaan 

pemerintahan desa 
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2. Meny|usun pro |gram dan meny|iapkan bahan ko |o|rdina|si pembinaan 

a|dministra|si kependudukan dan catatan sipi|l 

3. Meny|usun pro|gram dan meny|iapkan baham ko |o|rdina|si pembinaan 

kegiatan so |sial po |l|itik ideo |lo |gi negara dan kesatuan bangsa 

4. Meny|usun pro |gram dan meny|iapkan bahan ko |o|rdina|si pembinaan 

a|dministra|si pemerintahan desa 

5. Merampungkan, mengo |lah, merumuskan dan mengev|alua|si data y|ang 

terkait dengan peny|elenggaraan pemerintahan umum dan pemerintahan 

desa 

6. Meny|elenggarakan kegiatan y|ang terkait dengan bidang pertahanan dan 

kependudukan 

7. Merumuskan upay|a terciptany|a ketentraman, ketertiban dan 

pembangunan kesatuan bangsa di desa 

8. Meny|elenggarakan kegiatan y|ang terkait dengan urusan o |rganisa|si so |sial 

kema|sy|arakatan dan a|dat istia|dat 

9. Melakukan kegiatan y|ang terkait dengan perny|ataan peraturan 

perundang-undangan y|ang berlaku, keputusan desa dan keputusan kepala 

desa 

10. Melakukan kegiatan pembinaan dan pemberday|aan dusun dan RT 

11. Melaksanakan kegiatan y|ang terkait dengan peny|elenggaraan 

pemerintahan desa y|ang s|ehat dan dinamis 

12. Melaksanakan tuga|s lain y|ang diberikan kepala desa 

d) Tugas pokok Kaur umum  
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Tuga|s po |ko|k kaur umum/ ka|si umum a|dalah membantu kepala desa 

dalam tuga|s pelay|anan, pemberday|aan dan peny|elenggaraan a|dminia|stra|si 

umum dan keuangan desa. Fungsi kaur umum/ ka|si umum  a|dalah: 

1. Merampungkan, mengo |lah, merumuskan dan mengev|alua|si data y|ang 

terkait dengan peny|elenggaraan a|dministra|si umum dan keuangan desa. 

2. Melaksanakan tata tertib a|dministra|si umum dan keuangan 

3. Melaksanakan urusan perlengkapan dan inv|entaris desa 

4. Melaksanakan urusan rumah tangga desa 

5. Melaksanakan penataan rapat dan upacara 

6. Melaksanakan penetaan arsip 

7. Mengumpulkan dan meny|usun bahan lapo |ran pemerintahan desa 

8. Melaksanakan tuga|s lain y|ang diberikan kepala desa dan s|ekretaris desa 

e) Tugas Kaur perencanaan  

Tuga|s po |ko |k kaur perencanaan a|dalah membantu kepala desa dalam 

tuga|s pelay|anan, perencanaan dan peny|eleggaraan pro |gram desa.  

Fungsi kaur perencanaan a|dalah : 

1. Mengumpulkan dan memfo |rmula|sikan data untuk bahan peny|usunan 

pro|gram dana perencanaan pengelo |laan keuangan dan kekay|aan desa 

2. Meny|usun pro |gram kerja pelaksanaan tuga|s dan perencanaan desa 

3. Mengumpulkan dan meny|iapkan bahan peny|usunan pro |gram dan 

perencanaan desa 

4. Meny|usun dan meny|iapkan bahan peny|usunan pro |gram, kerja 

pelaksanaan tuga|s, dan kerja sama 
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5. Melaksanakan tuga|s lain y|ang diberikan o |leh kepala desa  

f) Tugas Kaur keuangan 

Tuga|s po |ko |k kaur keuangan a|dalah membantu kepala desa dalam tuga|s 

pelay|anan, perencanaan dan peny|elenggaraan pro|gram desa. 

Fungsi kaur keuangan s|ebagai berikut: 

1. Mengumpulkan dan memfo |rmula|sikan data untuk bahan peny|usunan 

pro|gram dan perencanaan pengelo |laan keuangan dan kekay|aan desa 

2. Meny|usun pro |gram kerja pelaksanaan tuga|s dan perencanaan desa 

3. Mengumpulkan dan meny|iapkan bahan peny|usunan pro |gram dan 

perencanaan desa 

4. Meny|usun dan meny|iapkan bahan peny|usunan pro|gram dan perencanaan 

desa 

5. Mengumpulkan dan meny|iapkan peny|usunan pro |gram kerja pelaksanaan 

tuga|s kerja bersama 

6. Melaksanakan tuga|s lain y|ang telah diberikan o |leh kepala desa s|esuai 

tuga|s dan fungsiny|a 

g) Ka|si Pembangunan 

Tuga|s po |ko |k  ka|si pembangunan a|dalah membantu kepala desa dalam 

tuga|s pelay|anan, pemberday|aan dan peny|elenggaraan pembangunan di desa 

Adapun fungsi ka|si pembangunan a|dalah : 

1. Merampungkan, mengo |lah,merumuskan dan mengev|alua|si data y|ang 

terkait dengan peny|elenggaraan pembangunan desa 
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2. Mendo |ro |ng dan menggairahkan partisipa|si,swa|day|a dan go |to |ng ro |y|o |ng 

ma|sy|arakat desa 

3. Meny|elenggarakan mekanisme perencanaan musy|awarah pembangunan 

desa 

4. Mendo |ro |ng kegiatan perko |pera|sian , perdagangan ,dunia, usaha dan 

keterampi|lan raky|at 

5. Melakukan kegiatan y|ang terkait dengan pemberday|aan kelo |mpo |k tani 

dan ternak 

6. Pkk dan o |rganisa|si pro |fesi 

7. Melaksanakan tuga|s lain y|ang diberikan kepala desa 

h) Ka|si kes|ejahteraan mempuny|ai tuga|s : 

1. Mengumpulkan dan mengev|alua|si data di bidang kes|ejahteraan raky|at 

2. Melakukan pembinaan di bidang keagamaan, kes|ehatan,keluarga 

berencana, po|sy|andu dan pendidikan ma|sy|arakat 

3. Meny|elenggarakan inv|entarisa|si penduduk y|ang tuna kary|a, tuna wisma, 

tuna susi|la, para peny|a|dang cacat fisik, y|atim piatu,jo |mpo |, panti a|suhan 

dan pencatatan dalam rangka mema|sy|arakatkan kembal|i beka|s nara 

pidana 

4. Memberikan pelay|anan kepa|da ma|sy|arakat di bidang kes|ejahteraan 

ma|sy|arakat (ra|skin,BLSM,dsb) 

5. Membantu peny|aluran bantuan terha|dap ko |rban bencana 

6. Membantu dan membina kegiatan pengumpulan zakat, infak dan s|edekah 

dan dana so |sial lainny|a 
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7. Membantu a|dministra|si di bidang nikah, talak, cerai, rujuk,dan kelahiran 

s|erta pengurusan jenazah/kematian 

8. Melaksanakan a|dministra|si desa (28 mo |del buku a|dministra|si, surat 

meny|urat, kearsipan, dan penataan kanto |r ) s|esuai dengan bidangny|a 

9. Melaksanakan tuga|s di bidang pemberday|aan ma|sy|arakat di bidangny|a 

10. Membantu tuga|s tuga|s di bidang pemungutan pendapatan desa dan 

pemerintah di ata|sny|a (pajak, retribusi, dan pendapatan lainny|a) 

11. Menjalankan tuga|s lain y|ang diberikan kepala desa dan s|ekretaris desa 

i) Kepala dusun 

Tuga|s po|ko |k kepala dusun a|dalah membantu kepala desa dalam tuga|s 

pelay|anan, pemberday|aan dan peny|elenggaraan a|dministra|si umum dan 

keuangan desa. 

Fungsi kepala dusun a|dalah : 

1. Merampungkan, mengo |lah,merumuskan, dan mengev|alua|si data y|ang 

terkait dengan peny|elenggaraan a|dministra|si umum dan keuangan desa 

2. Melaksanakan tertib a|dministra|si umum dan keuangan 

3. Melaksanakan urusan perlengkapan dan inv|entaris desa 

4. Melaksanakan urusan rumah tangga desa 

5. Melaksanakan penataan rapat dan upacara 

6. Melaksanakan penataan arsip 

7. Mengumpulkan dan meny|usun bahan lapo |ran pemerintah desa 

8. Melaksanakan tuga|s lain y|ang diberikan kepala desa dan s|ekretaris desa 
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Dalam struktur o|rganisa|si kepala desa a|dalah pengambi|l keputusan 

tertinggi dan y|ang bertanggung jawab dalam s|emua a|spek, y|ang di bantu o |leh 

s|ekretaris dan staff lainny|a. 

B. Temuan Penel|itian 

1. Perencanaan pengelo |laan keuangan desa saruran 

Perencanaan pengelo |laan keuangan desa merupakan kegiatan untuk 

mengetahui pendapatan dari belanja untuk waktu tertentu di ma|sa y|ang akan 

datang. Pemerintah desa pun meny|usun perencanaan pembangunan desa 

s|esuai dengan kewenanganny|a dengan mengacu pa|da perencanaan 

pembangunan kabupaten/ko |ta. Perencanaan pembangunan desa mel|iputi 

RPJM dan RKP desa y|ang disusun s|ecara berjangka dan ditetapkan dengan 

peraturan desa. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM) 

untuk jangka waktu 6 tahun s|edangkan rencana pembangunan tahunan desa 

atau y|ang dis|ebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) untuk jangka 

waktu 1 tahun.  

Perencanaan jangka menengah atau RPJM desa berda|sarkan 

Permendagri no |mo |r 114 tahun 2014 pa|sal 4 merupakan penjabaran dari 

RPJM desa untuk jangka waktu 1 tahun y|ang mulai disusun o |leh pemerintah 

desa pa|da bulan januari tahun berjalan dan di|laksanakan melalui musrenbang. 

APBDes merupakan do |kumen y|ang memi|l|iki kekuatan hukum, 

menjamin kepa|stian rencana kegiatan dalam arti mengikat pemerintah desa 

dan s|emua pihak y|ang terkait, dalam menjamin ters|ediany|a anggaran dalam 

jumlah y|ang pa|sti, untuk melaksanakan rencana kegiatan ters|ebut. APBDesa 
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menjamin kelay|akan s|ebuah kegiatan dari s|egi pendanaan, s|ehingga dapat 

dipa|stikan kelay|akan ha|si|l kegiatan s|ecara teknis. Adapun ha|si|l waawancara 

say|a a|dalah: 

a)  Bagaimana pemerintah menerapkan prinsip keterbukaan y|ang 

memungkinkan may|arakat supay|a mengetahui dan bisa mengaks|es 

info |rma|si s|elua|s-lua|sny|a tentang keuangan desa ?  

Menurut bapak Rustan SH  selaku kepala desa saruran pemerintah desa 

menerapkan peraturan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa yang 

telah menngatur keterbukaan informasi public desa dimana yang dimaksud 

dengan keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat 

untuk memperoleh informasi yang benar,jujur, dan tidak diskomunikatif 

tentang penyelenggaraan pemerintah desa dengan tetap memperhatikan 

kekuatan perundang-undangan dalam artian bahwa pemerintah desa wajib 

memberi informasi kepada masyarakat desa, dan salah satu contoh 

transparansi adalah memasang papan baliho| APBDes yang bisa di akses 

masyarakat desa. 

b) Bagaimana bentuk perwujudan pemeritah desa untuk mempertanggung 

jawabkan pengelo |laan keuangan desa dalam pencapaian tujuan y|ang telah 

di|lakukan ? 

Menurut Ibu Indah Afrianti M.Saal  s|elaku kaur keuangan sistem 

pengelo |laan keuangan desa di|lakukan melalui lapo |ran pertanggung jawabaan 

APBDes di|lakukan pa|da s|emester kedua dan ketiga y|ang di|lapo |rkan kepa|da 

ba|dan pemeriksa s|etiap tahun. 
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c) Bagaimana peny|elenggaraan pemerintah desa y|ang mengikuts|ertakan 

kelembagaan desa dalam pengelo |laan dana desa ? 

Menurut bapak Harno| selaku sekretaris desa asas pengelolaan 

keuangan desa bersifat partisipatif, dengan melibatkan lembaga desa dan 

unsur masyarakat desa pada setiap kali pelaksanaan musyawarah 

pembangunan desa sampai pada tahap musyawarah laporan pertanggung 

jawaban satu periode anggaran. 

d) Bagaimana pelaksanaan tertib dan disipl|in anggaran pemerintah desa pa|da 

aturan atau pedo |man y|ang melanda|si ? 

Menurut Bapak Rustan SH selaku kepala desa, pemerintah desa harus 

melakukan pelaksanaan dan pelaporan keuangan desa secara konsisten 

dengan pencatatan atas penggunaannya sesuai dengan prinsip akuntansi 

keuangan desa. Hal ini dimaksudkan bahwa pengelolaan keuangan desa harus 

sesuai dengan peraturan peundang-undangan yang berlaku. 

e) Bagaimana pemerintah desa menerapkan prinsip akuntabi|l|ita|s pengelo |laan 

APBDes dalam pembangunan desa ? 

Menurut bapak Harno| selaku sekretaris desa, pemerintah desa dan 

pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk membina dan mengawasi 

jalannya penyelenggaraan pengelolaan keuangan pemerintah desa dan 

prosesnya melibatkan masyarakat dalam bentuk musyawarah perkembangan 

desa agar tidak menimbulkan penyimpangan dan penyalah gunaan dana desa. 

f) Bagaimana tingkat akuntabi|l|ita|s pemerintah desa dalam peny|ampaian 

pengelo |laan APBDes kepa|da ma|sy|arakat desa ? 
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Menurut bapak Harno| s|elaku s|ekretaris desa, pemerintah desa dalam 

mengelo |la dana desa bers|edia untuk menerima tanggung jawab y|ang 

dituga|skan kepa|dany|a s|ecara efisien, efektif, dan di|laksanakan s|ecara 

transparan dnegan mel|ibatkan ma|sy|arakat desa. 

g) Bagaimana pemerintah memberikan info |rma|si kepa|da ma|sy|arakat desa 

terkait tanggungjawab pemerintah desa dalam pengelo |laan desa ? 

Menurut bapak Rustan SH selaku kepala desa, pemerintah desa dalam 

hal ini kepala desa diwajibkan mempertanggungjawabkan kinerja baik 

laporan pertanggungjawaban realisasi, pelaksanaan APBDes secara 

transparanis, peraturan desa, laporan kekayaan milik desa, laporan program 

pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke desa. 

h) Bagaimana pemerintah desa  memberikan info |rma|si kepa|da ma|sy|arakat 

desa terkait tanggung jawab pemerintah desa dalam pembangunan desa ? 

Menurut Rustan SH selaku kepala desa, pemerintah desa berperan 

dalam memfasilitasi masyarakat dan memberikan arahan yang baik kepada 

masyarakat terkait tujuan pembangunan yang akan dilaksanakan. Masyarakat 

berperan dalam mengembangkan pikiran, tenaga untuk untuk keberhasilan 

pembangunan desa 

i) Apakah pemerintah desa meny|ampaikan dan memberikan info |rma|si 

terkait pengelo |laan dana desa kepa|da ma|sy|arakat desa ? 

Menurut bapak Rustan SH s|elaku kepala desa, iy|a. Pemerintah desa 

sudah meny|ampaikan s|ecara transparansi, akuntabi|l|ita|s dan partisipatif. 
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j) Apakah pro |gram y|ang dibiay|ai o |leh APBDes sudah s|esuai dengan 

harapan ? 

Menurut bapak Rustan SH s|elaku kepala desa, iy|a. Searah dan s|ejalan 

dengan perencanaan dan pembangunan y|ang a|da di desa. 

k) Apa saja fakto|r pendukung dan penghambat dalam penerapan prinsip 

akuntabi|l|ita|s pengelo |laan APBDes ? 

Menurut Harno| selaku sekretaris desa, ada bebrapa faktor pendukung 

penerapan prinsip akuntabilitas pengelolan APBDes yakni kemampuan SDM 

baik dalam pelaksanaan pemerintah dan pelaksana teknis di lapangan. 

Sedangkan faktor penghambat penerapan prinsip akuntabilitas pengelolaan 

APBDes yakni komunikasi kemampuan sumber daya, sikap pelaksana, 

struktur birokrasi, lingkungan, serta ukuran dan tujuan kebijakan 

l) Apakah kepala desa sudah meny|ampaikan lapo |ran real|isa|si pelaksanaan 

APBDes kepa|da Bupati berupa lapo |ran s|emester pertama dan lapo |ran 

akhir tahun ? 

Menurut ibu Indah Afrianti M.Saal selaku kaur keuangan, iy|a. 

Pemerintah desa sudah meny|ampaikan lapo|ran realisasi APBDes berupa 

lapo|ran s|emester pertama  dan laporan semester akhir tahun kepa|da camat, 

inspektorat, dan dinas yang berhubungan atas jalannya kewenangan untuk 

mengawasi dan memeriksa jalannya keuangan dana desa. 

Perencanaan desa y|ang telah ditetapkan  dalam RPJM desa y|ang kemudian 

dijabarkan dalam RJP desa menja|di da|sar untuk meny|usun perencanaan 

pengelo |laan keuangan desa y|ang berupa APBDes (Anggaran Pendapatan dan 
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Belanja Desa). APBDes merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah desa 

y|ang memuat sumber pendapatan, alo |ka|si belanja dan pembiay|aan. 

2 Penganggaran keuangan desa saruran 

Setelah tahap perencanaan y|ang mengha|si|lkan RPJM desa s|ebagai pedo |man 

pembangunan desa dan RKP desa s|ebagai penjabaran RPJM desa pertahun 

anggaran, maka akan mengha|si|lkan daftar prio |rita|s pembangunan desa tahap 

s|elanjutny|aa a|dalah peny|usunan APBDesa s|ebagai real|isa|si anggaran RKP desa. 

Sebelum meny|usun dan penganggaran APBDesa di desa saruran terlebih dahulu 

dibentuk panitia peny|usun. Hal ini s|esuai dengan apa y|ang diny|atakan o |leh Harno | 

Sy|amsul s|elaku pelaksana RKP Desa Saruran : 

“ untuk peny|usunan RPJM itu satu kal|i buat satu perio |de pemerintah Desa 

Saruran s|elanjutny|a meny|usun RKPD maka pemerintah desa saruran kembal|i 

mel|ihat RPJM s|ebelumny|a apa saja y|ang belum terlaksana maka itu y|ang akan 

kita laksanakan dulu”. 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) merupakan rencana 

pemerintah desa Saruran y|ang ditetapkan untuk meny|elenggarakan pro |gram dan 

kegiatan y|ang menja|di kewenangan desa. Adapun ringka|san APBDes Saruran 

untuk tahun anggaran 2018 – 2022 s|ebagai berikut : 

Tabel 4.2 

Anggaran Dana Desa 2018 – 2022  

Dana Desa Anggaran (Rp) 

2018 1,179,482,000 

2019 1,272,631,000 



61 

 

 

 

2020 1,328,671,252 

2021 1,287,844,964 

2022 1,096,580,387 

Jumlah 6.165.209.603 

Sumber : Dio|lah dari lapo|ran real|isa|si Anggaran Dana Desa Saruran 

Tabel 4.2 menunjukkan jumlah Anggaran Dana Desa  y|ang diterima o |leh 

Desa Saruran Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang dari tahun 2018 – 2022 

s|ejumlah Rp 6.165.209.603 . Dapat di|l|ihat pa|da tahun 2018 anggaran desa y|ang 

ma|suk s|ebesar Rp 1.179.482.000 dimana anggaran desa ters|ebut di peruntukkan 

untuk pembangunan jalan tani. Sedangkan anggaran pa|da tahun 2020 – 2022 

diperuntukkan untuk dana co |v|id karena pa|da saat itu pemerintah mengumumkan 

untuk ma|sy|arakat tetap di dalam rumah jika tidak berkepentingan. Hal ters|ebut 

s|eperti y|ang dikemukakan o |leh bapak Rustan SH s|elaku kepala Desa Saruran 

meny|atakan bahwa :  

“ untuk tahun 2020 – 2022 anggaran dana desa di bagi ke ma|sy|arakat untuk pembagian BLT 

(Bantuan Langsung Tunai) Co|v|id s|ebesar Rp 300.000 per kepala keluarga. Sehingga pelaksanaan 

pembangunan sarana dan pra|sarana untuk Desa Saruran di al|ihkan ke dana co|v|id. Namun, kita 

berharap agar co|v|id s|egera hi|lang dan pembangunan sarana dan pra|sarana s|eperti jalan tani akan 

s|egera di|lakukan” (Wawancara 20 Mei 2023). 

Untuk membantu mempercepat pembangunan pedesaan, pemerintah 

kemudian memberikan pro |gram bantuan Alo |ka|si Dana Desa (ADD) . Jumlah 

dana y|ang diterima dalam jumlah y|ang besar dapat mendo |ro |ng percepatan 

pembangunan daerah, mengingat daerah juga memi|l|iki keterbata|san sumber day|a 

keuangan,s|ehingga dana desa diharapkan menja|di sugesti untuk mendo |ro |ng 
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pertumbuhan pembangunan daerah dan pemanfaatan dana desa akan sinkro |n 

dengan kebijakan pembangunan daerah. 

3 Pelaksanaan keuangan desa saruran 

Pelaksanaan keuangan di Desa Saruran mel|iputi dari penerimaan dan 

pengeluaran ka|s desa y|ang dio |lah melalui rekening desa dan harus didukung o |leh 

bukti y|ang lengkap dan sah. Pencairan dana dalam rekening ka|s di Desa Saruran 

ditanda tangani o |leh Kepala Desa dan Bendahara Desa. Dalam pelaksanaanny|a, 

bendahara Desa Saruran dalam ka|s desa pa|da jumlah tertentu untuk memenuhi 

kebutuhan o |pera|sio |nal pemerintah desa. 

Pelaksanaan keuangan di Desa Saruran di|lakukan o |leh pelaksana kegiatan 

y|ang diperankan o |leh Sekretaris Desa dibantu o |leh Kaur Umum, Kaur 

Perencanaan, dan Kaur Keuangan dengan mengajukan pendanaan untuk 

melaksanakan kegiatan. Pengajuan ters|ebut harus dis|ertai dengan beberapa 

do |kumen Rencana Anggaran Biay|a (RAB), RAB kegiatan di Desa Saruran 

menja|di da|sar bagi pelaksana kegiatan untuk melakukan tindakan pengeluaran 

ata|s beban belanja kegiatan. Berda|sarkan ha|si|l wawancara, Rustan SH s|elaku 

kepala Desa Saruran mengatakan “ prinsip pelaksanaan  keuangan pa|da Desa 

Sarurran di|lakukan s|ecara akuntabel, partisipatif, dan transparansi. Hal ini tel|ihat 

pa|da di|lakukanny|a pelapo |ran keuangan desa dengan mel|ibatkan ma|sy|arakat 

desa”. 

4 Penatausahaan keuangan desa saruran 

Penatausahaan keuangan Desa Saruran di|lakukan o |leh pemerintah desa 

khususny|a bendahara desa y|ang dimulai dari menerima, meny|impan, 
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meny|eto|r/membay|ar, menatausahakan dan melapo |rkan pertanggungjawaban 

penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan 

APBDesa. Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui lapo |ran 

pertanggungjawaban uang melalui lapo |ran pertanggungjawaban y|ang di|lakukan 

s|etiap tanggal 10. Lapo |ran pertanggungjawaban y|ang wajib dibuat bendahara 

desa berupa ka|s umum, buku ka|s pembantu pajak dan buku Bank. Hal ini s|esuai 

dengan disampaikan Ibu Indah Afrianti s|elaku bendahara desa saruran. “ untuk 

pencatatan say|a menggunakan buku daftar penerimaan y|ang terdiri ata|s buku ka|s 

penerimaan dan pengeluaran ka|s, buku ka|s pembantu kegiatan dan surat 

permintaan pembay|aran (SPP)”.  

5 Pelapo |ran dan pertanggungjawaban desa saruran 

Dalam melaksanakan tuga|s, kewenangan, hak dan kewajibanny|a dalam 

pengelo |laan keuangan desa, kepala desa memi|l|iki kewajiban untuk 

meny|ampaikan lapo |ran. Lapo |ran ters|ebut bersifat perio |dik s|emesteran dan 

tahunan y|ang disampaikan ke Bupati dan juga BPD. 

Pelapo |ran dan pertanggungjawaban a|dalah tahap akhir dalam siklus 

pengelo |laan keuangan desa. Hal – hal po |ko |k y|ang perlu dipahami berkenan 

dengan pelapo |ran dan pertanggungjawaban. Lapo |ran real|isa|si pelaksanaan 

APBDesa Saruran terdiri ata|s lapo |ran s|emesteran pertama dan akhir tahun. 

Lapo |ran s|emester pertama menggambarkan real|isa|si pendapatan, belanja dan 

pembiay|aan s|elama s|emester atau dibandingkan dengan target anggaranny|a, 

s|edangkan lapo |ran s|emesteran akhir tahun menggambarkan real|isa|si pendapatan, 

belanja, dan pembiay|aan sampai akhir dengan tahun. 



64 

 

 

 

Pelapo |ran dan pertanggungjawaban merupakan kegiatan y|ang di|lakukan 

untuk meny|ampaikan hal-hal y|ang berhubungan dengan ha|si|l pekerjaan y|ang 

telah di|lakukan s|elama 1 tahun perio |de tertentu s|ebagai bentuk pelaksanaan 

tanggung jawab ata|s tuga|s dan wewenang y|ang diberikan. Pelapo |ran dan 

pertanggungjawaban menja|di s|ebuah to |lak ukur mengenai lampiran y|ang 

di|lakukan o |leh pemerintah desa Saruran dalam hal pengelo |laan keuangan desa. 

Oleh karena itu, pelapo |ran dan pertanggungjawaban pengelo |laan keuangan desa 

Saruran s|ebagai bagian y|ang tidak terpisahkan dari peny|elenggaraan pemerintah 

desa. 

 

C. Pembaha|san Ha|si|l Penel|itian 

Keberha|si|lan pengelo |laan dana desa a|dalah dengan menjalankan 

pengelo |laan dana desa s|esuai dengan indikato|r pengelo |laan keuangan desa y|aitu 

berda|srkan prirnsip Transparansi, Akuntabel, Partisipatif s|erta tertib dan disipl|in 

anggaran. 

1. Perencanaan Pengelo |laan Keuangan  Desa Saruran 

Tabel 4.3  

Indikato|r kes|esuaian pertanggungjawaban Perencanaan Pengelo |laan  

Keuangan Desa 

Indikato|r Ha|si|l Keterangan 

Sekretaris Desa 

meny|ampaikan Rancangan 

Rancangan peraturan desa 

tentang APBDesa 

Sesuai 
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  Permendagri No| 20 tahun 2018, ha|si|l wawancara 

Berda|sarkan ha|si|l di ata|s, dapat diketahui bahwa dari sisi perencanaan 

pengelo |laan keuangan di Desa Saruran s|ebagaimana disajikan dalam tabel 4.3 di 

ata|s telah menunjukkan perkara y|ang akuntabel atau s|esuai dengan permendagri 

Peraturan Desa tentang 

APBDesa kepa|da Kepala 

desa. 

disampaikan o |leh Kepala 

Desa 

APBDesa dis|epakati bersama 

pal|ing lambat  bulan o |kto |ber 

tahun berjalan. 

Rancangan APBDes di 

Desa Saruran di s|epakati 

bersama bulan Okto|ber 

Sesuai 

Sekretaris Desa 

mengo |o|rdina|sikan 

peny|usunan rancangan 

APBDesa. 

Peny|usunan Rancangan 

Peraturan Desa di Desa 

Saruran di laksanakan o |leh 

Sekretaris desa 

Sesuai 

Kepala Desa menetapkan 

rancangan peraturan Kepala 

Desa tentang penjabaran 

APBDesa s|ebagai peraturan 

pela|skana dari peraturan Desa 

tentang APBDesa. 

Rancangan peraturan 

tentang penjabaran 

APBDes ditetapkan o|leh 

Kepala Desa s|ebagai 

aturan pelaksanaan tentang 

APBDes 

Sesuai 

Kepala Desa meny|ampaikan 

info |rma|si mengenai APBDes 

kepa|da ma|sy|arakat melalui 

media info |rma|si. 

Kepala Desa telah 

mempubl|ika|sikan 

APBDes dalam bentuk 

spanduk 

Sesuai 
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No |. 20 tahun 2018. Ini menunjukkan bahwa Desa Saruran telah melaksanakan 

tahapan perencanaan dalam pengelo |laan keuangan dengan baik, mulai dari 

perumusan perencanaan atau peny|usunan rancangan peraturan desa tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) y|ang disusun o |leh s|ekretaris 

desa berda|sarkan rencana kerja perangkat desa tahun y|ang berkenaan dengan 

ja|dwal perencanaan, sampai pa|da tahapan pemero |lehan kes|epakatan bersama 

antara perangkat desa dan s|elanjutny|a disampaikan kepa|da Bupati s|etempat 

melalui aks|es Camat. 

 

2. Pelaksanaan Keuangan Desa Saruran 

Tabel 4.4  

Indikato|r Kes|esuaian Pertanggungjawaban Pelaksanaan  

Pengelo |laan Dana Desa 

Indikato|r 

 

Ha|si|l  Keterangan  

Kepala Desa meny|etujui 

permintaan pembay|aran s|esuai 

dengan ha|si|l v|erifika|si y|ang 

di|lakukan o |leh s|ekretaris desa. 

Kepala Desa Saruran telah 

meny|etujui permintaan 

pembay|aran y|ang telah 

div|erifika|si 

Sesuai  

Kepala Desa melapo |rkan 

pengeluaran anggaram belanja 

tak terduga kepa|da Bupati/ 

Wal|iko |ta pal|ing lama 1 (satu) 

bulan s|ejak keputusan kepala 

Kepala Desa telah 

melapo |rkan pengeluaran 

anggaran belanja tak terduga 

kepa|da Bupati s|ebelum satu 

bulan s|ejak keputusan di 

Sesuai  



67 

 

 

 

desa ditetapkan. tetapkan 

Pela|skanaan pengelo |laan 

keuangan desa merupakan 

penerimaan dan pengeluaran 

desa y|ang di|laksanakan 

melalui rekening ka|s desa pa|da 

Bank y|ang ditunjuk 

Bupati/Wal|iko |ta. 

Terkait penerimaan dan 

pengeluaran untuk 

melaksanakan kewenangan 

Desa Saruran menggunakan 

rekening Ka|s Desa 

Sesuai  

               Permendagri No| 20 tahun 2018, ha|si|l wawancara 

Berda|sarkan tabel kes|esuaian indikato |r pelaksanaan s|ebagaimana 

ditunjukkan dalam tabel 4.4 di ata|s menunjukkan bahwa ha|si|l ters|ebut telah 

s|esuai dengan kelay|akan pelaksanaan pengelo |laan keuangan ini telah s|esuai 

dengan petunjuk permendagri No | 20 tahun 2018, 

Desa Saruran telah melakukan tahap pelaksanaan pengelo |laan keuangan 

desa y|ang ditunjukkan dengan berbagai aktiv|ita|s pengelo |laan keuangan s|eperti 

aktiv|ita|s penerimaan dan pengeluaran. Pa|da bagian ini, kepala desa memulai 

ko |o|rdina|siny|a dengan melakukan aktiv|ita|s s|esuai standar o |pera|sio |nal pro |s|edur 

dengan meny|etujui permintaan pembay|aran dan telah melapo |rkan pengeluaran 

anggaran belanja kepa|da Bupati/Wal|iko |ta s|ebelum satu bulan s|ejak keputusan 

ditetapkan. 

Aktiv|ita|s s|elanjutny|a a|dalah menunggu pers|etujuan dari Bupati untuk 

kemudian diajukan dalam pelaksanaan pengelo |laan keuangan dalam tahun 

anggaran. 
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3. Penatausahaan keuangan desa saruran 

Tabel 4.5 

Indikato|r Kes|esuaian Pertanggungjawaban 

Penatausahaan Pengelo |laan Dana Desa 

Indikato|r  Ha|si|l  Keterangan  

Penatausahaan keuangan 

di|lakukan o |leh kaur 

keuangan s|ebagai 

pelaksana fungsi 

kebendarahaan. 

Penatausahaan di|lakukan 

s|ekretaris desa untuk 

memudahkan aks|es 

meny|usun lapo |ran 

Sesuai  

Pengeluaran ata|s beban 

APBDesa untuk belanja 

pegawai, di|lakukan s|ecara 

langsung o |leh kaur 

keuangan dan diketahui 

o |leh kepala desa. 

Pengeluaran ata|s beban 

APBDesa untuk belanja 

pegawai, di|lakukan s|ecara 

langsung o|leh kaur 

keuangan diketahui o |leh 

kepala desa 

Sesuai  

       Permendagri No|. 20 Tahun 2018, Ha |si|l wawancara 

Dari tabel diata|s, dapat diketahui bahwa s|ecara a|dministrativ|e 

penatausahaan telah s|esuai dengan permendagri No |. 20 tahun 2018.  

4. Pelapo |ran dan Pertanggungjawaban Desa Saruran 

Tabel 4.6 

Indikato|r Kes|esuaian Pertanggungjawaban 

Pelapo |ran Pengelo |laan Dana Desa 
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Indikato|r Ha|si|l Keterangan 

Kepala Desa meny|ampaikan 

lapo |ran pelaksanaan 

APBDesa s|emester pertama 

kepa|da Bupati/Wal|iko |ta 

melalui Camat 

Kepala Desa Saruran telah 

meny|ampaikan lapo |ran 

real|isa|si s|emester pertama 

dan s|emester akhir tahun 

kepa|da Bupati 

Sesuai 

Kepala Desa meny|usun 

lapo |ran dengan cara 

menggabungkan s|eluruh 

lapo |ran pal|ing lambat 

minggu kedua bulan Jul|i 

tahun berjalan 

Kepala Desa telah 

meny|usun lapo |ran dengan 

cara menggabungkan 

s|eluruh lapo |ran pa|da 

minggu pertama bulan Jul|i 

tahun berjalan 

Sesuai 

Kepala Desa meny|ampaikan 

lapo |ran pertanggungjawaban 

real|isa|si APBDesa kepa|da 

Bupati/Wal|iko |ta melalui 

Camat s|etiap akhir tahun 

anggaran 

Kepala Desa telah 

meny|ampaikan lapo |ran 

real|isa|si pelaksanaan 

APBDesa kepa|da Bupati 

pa|da akhir bulan September 

Sesuai 

Lapo |ran pertanggungjawaban 

s|ebagaimana dima|skud pa|da 

ay|at (1) disampaikan pal|ing 

lambat 3 (tiga) bulan s|etelah 

akhir tahun anggaran 

Kepala Desa sudah 

meny|ampaikan lapo |ran 

pertanggungjawaban 

s|ebelum tiga bulan s|etelah 

akhir tahun anggaran 

Sesuai 
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berkenaan y|ang ditetapkan 

dengan Peraturan Desa. 

Permendagri No |. 20 Tahun 2018, ha|si|l wawancara 

Berda|sarkan tabel diata|s, dapat kita ketahui bahwa lapo |ran 

pertanggungjawaban Desa Saruran telah s|esuai dengan Permendagri No | 20 Tahun 

2018 baik s|ecara a|dministratif maupun s|ecara teknis pelaksanaanny|a. Dari  ha|si|l 

di ata|s mulai dari tahap perencanaan sampai dengan tahap pelapo |ran dan 

pertanggungjawaban di Desa Saruran telah s|esuai dengan Permendagri No |. 20 

Tahun 2018. Namun s|ecara teknis bendahara y|ang harusny|a melakukan 

penatausahaan keuangan desa namun malah di l|impahkan kepa|da s|ekretaris desa.  

Pelapo |ran dan pertanggungjawaban merupakan kegiatan y|ang di|lakukan 

untuk meny|ampaikan hal-hal y|ang berhubungan dengan ha|si|l pekerjaan y|ang 

telah di|lakukan s|elama 1 tahun perio |de tertentu s|ebagai bentuk pelaksanaan 

tanggungjawab ata|s tuga|s dan wewenang y|ang diberikan. Pelapo |ran dan 

pertanggungjawaban menja|di s|ebuah to |lak ukur mengneai lampiran y|ang 

di|lakukan o |leh pemerintah Desa Saruran dalam hal pengelo |laan keuangan desa. 

Oleh karena itu pelapo |ran dan pertanggungjawaban pengelo |laan keuangan Desa 

Saruran s|ebagai bagian y|ang tidak terpisahkan dari peny|elenggaraan pemerintah 

desa. 
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BAB V 

 PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berda|sarkan ha|si|l penel|itian mengenai Anal|isis Anggaran Dana Desa 

terha|dap Akuntabi|l|ita|s Keuangan pa|da Desa Saruran Kecamatan Anggeraja 

Kabupaten Enrekang tahun 2018- 2022 dapat disimpulkan bahwa :  

1. Perencanaan pengelo |laan dana desa telah akuntabel atau s|esuai dengan 

permendagri No |. 20 tahun 2018, begitu pula dengan pelaksanaan 

pengelo |laan keuangan desa, kepala desa telah meny|etujui permintaan 

pembay|aran maupun dalam penatausahaan telah s|esuai dengan 

Permendagri No |. 20 Tahun 2018 baik s|ecara a|dministrativ|e maupun 

s|ecara teknis pelaksanaanny|a dan pertanggungjawaban Desa Saruran. 

Namun, kurangny|a partisipa|si ma|sy|arakat Desa Saruran dalam 

musy|awarah penetapan penggunaan anggaran dana desa s|ehingga a|da 

s|ebagian pihak y|ang berbeda pendapat. 

2. Penatausahaan pengelo |laan Anggaran Dana Desa di desa saruran s|ebagai 

pengelo |la sudah berupay|a s|ebaik mungkin dan sudah mengacu pa|da 

Permendagri No |. 20 Tahun 2018 dan untuk pro|s|es pencatatan sudah 

s|esuai dengan ketentuan perundang-undangan namun a|da s|edikit 

hambatan dan kesalahan dalam pencatatan y|ang say|a alami karena 

keterbata|san pendidikan dan pengalaman. 

3. Pertanggungjawaban Anggaran Dana Desa di Desa Saruran sudah 

transparansi atau keterbukaan o |leh pemerintah desa kepa|da ma|sy|arakat 
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dalam bentuk spanduk Anggaran Dana Desa .Sehingga ma|sy|arakat tidak 

akan berpra|sangka buruk kepa|da pemerintah desa.  

4. Unsur Pengelolaan Anggaran Dana Desa sangat berperan penting terhadap 

akuntabilitas keuangan desa. Pemerintah desa mengatur dengan baik 

pengelolaan anggaran dana desa seperti dengan diberikannya kepada 

masyarakat untuk pembuatan jalan tani. Pemerintah desa juga telah 

menyusun dan menyampaikan realisasi penyaluran Dana Desa kepada 

PPA BUN pengelolaan TKDD. Penyusunan proyeksi penyaluran Dana 

Desa sampai dengan akhir tahun berdasarkan rekapitulasi laporan dari 

KPA Penyaluran DAK fisik dan Dana Desa. 

B. Saran  

Berda|sarkan uraian kesimpulan  di ata|s penel|iti dapat memberikan saran 

terkait dengan Pengelo |laan Anggaran Dana Desa di Kecamatan Anggeraja 

Kabupaten Enrekang, s|ebagai berikut: 

1. Diharapkan kepa|da pemerintah Desa Saruran untuk lebih meningkatkan 

pencatatan buku bank s|ecara rinci s|esuai y|ang di rekening Ko |ran di bank 

khususny|a penatausahaan keuangan Desa. 

2. Diharapkan kepa|da pemerintah Desa Saruran untuk menjaga pembagian 

Anggaran Dana Desa di s|etiap dusun dengan baik. 

3. Penel|iti berharap agar adany|a penel|iti s|elanjutny|a mengenai Anggaran 

Dana Desa . 
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